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KATA PENGANTAR 

  

Salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta 

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022 telah berhasil 

menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 

sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : “Pelibatan TNI 

Dalam Program Citarum Harum  Untuk Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan 

Lingkungan.” 

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan 

Gubernur Lemhannas RI Nomor 73 tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022  tentang 

Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap Para Peserta PPRA XLIV  dan Surat 

Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: Kep. 112 Tahun 2022 Tanggal 6 

Juni 2022  tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan 

Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI. 

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar–besarnya terutama kepada Bapak 

Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2022. 

Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, 

Bapak Laksda TNI (Purn.) E. Estu Prabowo, S.M., M.Sc. dan Tim Penguji 

Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam 

pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Lemhannas RI. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan kaidah penguasaan 

akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini disadari 

masih perlu  diperlengkapi lagi untuk menjadi kesempurnaan tulisan ilmiah, 
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oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari 

semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini. 

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumbangan pemikiran Penulis kepada almamater tercinta Lemhannas RI, 

kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kemenko Marvest, Panglima TNI, 

dan Pemprov Jawa Barat,  termasuk bagi siapa saja yang barangkali 

membutuhkannya dalam rangka Penanganan DAS Citarum khususnya dan 

DAS-DAS lainnya yang berada di wilayah NKRI. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan 

bimbingan-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian 

kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai 

bersama. 

 

Sekian dan terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1. Latar iBelakang 

Dampak pemanasan global telah mendorong pergerakan ke arah 

pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi ekonomi, 

perlindungan terhadap lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Menyikapi perubahan iklim dan pemanasan global yang terus 

terjadi maka  orientasi pembangunan mengalami perubahan yang drastis,  

bahkan disepakati secara global untuk mewujudkan pembangunan yang 

ramah  lingkungan. Pembangunan yang berorientasi lingkungan menjadi 

salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau 

lebih dikenal dengan sustainable development. 

Pembangunan yang berorientasi lingkungan menjadi salah satu upaya 

dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau lebih dikenal 

dengan sustainable development. Berdasarkan UU No 23/1997 Pasal 1 Butir 

3, Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana 

menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam 

pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup 

generasi  yang akan datang. Secara umum pembangunan berwawasan 

lingkungan sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan seakan terus 

disempurnakan dalam konsepsi iekonomi ihijau iyang imenjadi iarah 

pembangunan iIndonesia iyang iakan idatang. Sekaligus membutuhkan  

dukungan i isertai ilangkah inyata iagar idapat terlaksana idengan i ibaik. 

Untuk imewujudkan ihal itersebut, itidak ihanyai didorong ikepada 

keberpihakan iinvestasi i idan isektor  iperekonomian ibesar inamun ijuga 

memerlukan  kesadaran publik. 

Konsep Ekonomi Hijau isangat iberkaitan isekali idengan ipembangunan 

berkelanjutan denganl imeninggalkan ipraktek-praktek iekonomi iyang 

mementingkan ikeuntungan ijangka ipendek. Praktek iini itelah imewariskan 

sejumlah ipermasalahan ilingkungan, iseperti ipencemaran ilingkungan, 

kerusakan isumber ikekayaan ialam idan imasalah ipemukiman. Dalam 
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cakupan ipermasalahan ipencemaran ilingkungan iterdapat ipencemaran iair, 

pencemaran iudara, imasalah ilimbah ibahan iberacun idan iberbahaya, idan 

lain isebagainya. iPembangunan iberkelanjutan imerupakan ipembangunan 

yang isesuai idengan ikebutuhan igenerasi isaat iini, itetapi itidak 

membahayakan ibagi igenerasi iyang iakan idatang iuntuk imemenuhi 

kebutuhan imereka i(United iNations iDivision ifor iSustainable iDevelopment, 

2007). iKonsep iini itidak ihanya iberkonsentrasi ipada iisu-isu ilingkungan, 

melainkan ijuga imencakup itiga ilingkup ikebijakan, iyakni ipembangunan 

ekonomi, ipembangunan isosial, idan iperlindungan ilingkungan.. 

Ekonomi ihijau idan ipembangunan iberkelanjutan iadalah isuatu ivisi 

yang idikembangkan ioleh iberbagai inegara idi idunia, itermasuk iIndonesia. 

Sudah ilumrah imasalah ilingkungan idiangkat iuntuk idibahas iyang isalah 

satunya iyaitu imasalah ipencemaran iair ibaik ipencemaran iair itanah 

maupun ipencemaran isungai. iBerbicara imasalah isungai imaka itidak 

terlepas idari Daerah iAliran iSungai (DAS). iDaerah iAliran iSungai isebagai 

sarana imewujudkan ipembangunan idaerah imempunyai ifungsi isosial 

bernilai iekonomi. Saat iini ikemanfaatannya ibelum idapat idirasakan isecara 

optimal ioleh imasyarakat. iBahkan idi iberbagai iDaerah iAliran iSungai, 

pengelolaan isumber idaya iair iyang iseharusnya imenjadi isumber kehidupan 

yang idapat imensejahterakan imasyarakat iterkadang imalah imenjadi 

sumber imalapetaka. \iHal ini iakibat idari iulah imanusia iberupa pembuangan 

limbah iindustri, ilimbah idomestik iatau ilimbah irumah itangga, limbah kotoran 

ternak itermasuk itinja imanusia iyang itidak idikelola idengan baik, ierupsi 

serta isedimentasi imerupakan iakar imasalah ipencemaran Daerah iAliran 

Sungai. 

Salah isatu isungai iyang imenjadi iperhatian ikhusus iPemerintah adalah 

sungai iCitarum. iDaerah ialiran isungai i iCitarum i yang memiliki luas 11.323 

Km2  atau 32% dari luas Jawa Barat,1  imemegang iperanan penting ibagi 

kehidupan imasyarakat. i iAliran isungai iterpanjang idi Provinsi Jawa iBarat ini 

menjadi isumber iyang iselalu idigunakan idalam banyakikegiatan ibaik iitu idi 

rumah itangga, iperkebunan, ipertanian, peternakan,  iindustri, idan pariwisata.   

                                                      
1 https://Citarumharum.jabarprov.go.id/ diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 11.56 wib 

http://citarumharum.jabarprov.go.id/
http://citarumharum.jabarprov.go.id/
https://citarumharum.jabarprov.go.id/
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Aktivitas imasyarakat idalam memanfaatkan ialiran iSungai iCitarum iselalu 

meningkat isetiap itahunnya. Pemanfaatan tersebut diantaranya ipemakaian 

lahan idan imemangkas lebar ipada iDaerah iAliran iSungai i(DAS) iCitarum 

sehingga menjadi menyempit idan irusak.. Dengan ipemakaian ilahan idan 

pencemaran tersebut imenjadikan sungai iCitarum ipaling itercemar idi idunia 

yang memiliki ipanjang ikurang ilebih i270 ikm.2 iPencemaran iair isungai 

Citarum juga idiakibatkan ioleh ilimbah idomestik iyang idibuang itanpa 

dilakukan proses ipengolahan iterlebiih idahulu. iiDaerah iAliran iSungai 

Citarum i telah rusak iakibat ipenggundulan ilahan iserta ipencemaran iindustri 

dan irumah tangga iyang i iberdampak iterhadap iterjadinya i ibencana ibanjir, 

kekeringan, idan i imenurunnya ikualitas iair idi isepanjang iSungai iCitarum. 

Menurut data Kepala iDinas iLingkungan iHidup iJawa iBarat, ijumlah 

penduduk iyang iada idi ikawasan iDAS iCitarum isebanyak i18 ijuta ijiwa. 

Dengan ijumlah ipopulasi itersebut idapat iberkontribusi idengan itimbunan 

sampah idi ikawasan iDAS iCitarum isebanyak i15.838 iton iper ihari, dengan 

jenis isampah iterbesarnya iyaitu isampah iorganik isebanyak i55%, idan 

sampah iplastik isebanyak i15,35%.3  Sekitar tahun 2018 pemerintah 

melakukan pengukuran kualitas air Citarum, dengan hasil mencengangkan 

yaitu dalam kondisi tercemar berat dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 

33,43 poin. Sehingga Citarum sempat dinobatkan sebagai sungai paling kotor 

sedunia.4   

Dilandasi  kondisi di atas  serta keprihatinan semua pihak  sehingga 

menjadikan salah satu alasan pemerintah  yang kemudian menjadikan  sungai 

Citarum sebagai program strategis nasional. Hal ini dapat dilihat dengan 

ditetapkannya dalam perpres No 15 tahun 2018 tentang Percepatan 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. 

Menghadapi permasalahan DAS Citarum, pengelolaan isejumlah iprogram 

dan irencana iaksi i iuntuk sungai iCitarum imelibatkan ibanyak ipihak. 

Program itersebut iyakni iCitarum iHarum iyang imeliputi iupaya penanganan 

                                                      
2 https://Citarumharum.jabarprov.go.id/sampah-das-Citarum-capai-15-838-ton-hari/  diakses pada tanggal 
4 April 2022 pukul 20.50 wib 
3 ibid 
4 https://regional.kompas.com/read/2021/11/03/12205521/jadi-sungai-terkotor-di-dunia-tahun-2018-
Citarum-kini-membaik-dengan-status?page=all 
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lahan ikritis, ipenanganan iair ilimbah idomestik, ipengelolaan sumber idaya 

air idan ipariwisata, iedukasi idan ipemberdayaan masyarakat, ipenanganan 

limbah iindustri, ipenanganan ilimbah ipeternakan, ipengelolaan isampah, 

pengendalian ipemanfaatan iruang, penanganan ikeramba ijaring iapung, 

penegakan ihukum, ipengelolaan data, iinformasi idan ihubungan masyarakat 

serta iriset idan pengembangan. Program iCitarum iHarum merupakan 

tanggung ijawab bersama idan ibukan ihanya ipengalihan iisu terhadap 

Pemerintah isemata, namun idiharapkan iadanya iperan iserta seluruh 

komponen ibangsa termasuk masyarakat dan TNI. I 

Dalam Peraturan iPresiden inomor i15 iTahun i2018 itentang Percepatan 

Pengendalian iPencemaran idan iKerusakan Daerah iAliran Sungai iCitarum 

yang melibatkan iTNI idan iberbagai iunsur ipemerintah lainnya. I Pelibatan 

TNI secara langsung dilakukan dengan membagi jumlah Personil TNI yang 

dilibatkan ke dalam 23 sektor  wilayah DAS Citarum dari hulu hingga hilir.  

Pelibatan TNI tersebut diatas juga  sejalan dengan tugas pokok TNI yang 

diatur dalam UU TNI No 3/2004 terutama dalam pelaksanaan tugas pada 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diantaranya adalah membantu 

tugas kepala Daerah.5   

Keberhasilan pelibatan TNI dalam pengelolaan Citarum dapat terlihat 

dari menurunnya tingkat atau kadar  cemar  DAS Citarum  dan ditutupnya 

sumber pencemaran dari industri-industri yang berada di wilayah DAS 

Citarum. Namun demikian tingkat pencemaran masih terjadi dan pengelolaan  

belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya  sektor-

sektor Citarum yang mengalami pencemaran sekaligus meningkatnya  sektor 

pariwisata di hulu sungai Citarum yang tidak berorientasi ekologis. Hal ini 

memerlukan tindak lanjut terutama pelibatan TNI secara berkesinambungan 

atau berkelanjutan  guna menjaga hasil yang telah dicapai dan meningkatkan 

atau menyelesaikan persoalan yang belum tuntas dalam mewujudkan Citarum 

Harum. Karena secara target, Program Citarum Harum harus sudah rampung 

pada 2025  dengan target keberhasilan yaitu tercapainya Citarum memiliki 

                                                      
5 https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_2015  0616_4760.PDF diakses pada tanggal 19 April 2022 
pukul 23.22 wib 

http://citarumharum.jabrprov.go.id/
http://citarumharum.jabrprov.go.id/
http://citarumharum.jabrprov.go.id/
https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_2015
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mutu air kelas II setara dengan nilai IKA sebesar 60 poin yang ditargetkan 

tercapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025.6 

Peran dan pelibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan  

dalam menjaga  kelestarian DAS Citarum sekaligus mewujudkan Citarum 

Harum. Hal ini mengingat masyarakat sekitar DAS Citarum merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari ekosistem DAS Citarum. Oleh karenanya perlu 

dibangun rasa  memiliki kesadaran dan pemahaman serta wawasan  berbasis 

kelestarian dan pembangunan berkelanjutan serta pemahaman terkait 

ekonomi hijau. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan 

pelibatan masyarakat dalam menjaga serta memelihara kelestarian 

lingkungan khususnya pada DAS Citarum yang menghadapi kerusakan yang 

begitu masif. 

Sebagai data pembanding terkait pentingnya pelibatan masyarakat 

dalam pengelolaan DAS yaitu  berdasarkan hasil studi kasus penelitian dan 

analisa peta yang dilakukan oleh BPTKPDAS (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)  pada 2014 di  

DAS Kedaung. Hasil studi kasus penelitian tersebut dimana 70% pengelolaan 

sub DAS Kedaung seperti penggunaan lahan, jenis juga pola tanam 

ditentukan oleh masyarakat, sehingga peranan masyarakat akan berimplikasi 

pada kondisi DAS. Bahkan hasil penelitian tersebut menunjukan perilaku 

masyarakat berkaitan dengan pengolahan lahan dan konservasi yang 

berpengaruh terhadap erosi yang dihasilkan.7 

Bahkan pemerintah menyadari begitu pentingnya pemberdayaan dan 

pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan DAS. Hal ini 

dapat dilihat dengan dituangkannya dalam  Perpres  No 15/2018  Bab VII 

tentang partisipasi masyarakat  dalam Pasal 18 ayat (1)  yang menyatakan 

masyarakat harus  berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan 

pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum.8  Oleh karenanya  

                                                      
6 https://jabarprov.go.id/index.php/news/44569/2021/11/03/Keberhasilan-Jadi-Alasan-Pembahasan-
Citarum-di-Skotlandia diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 21.32 wib 
7 Dewi Indrawati, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS Mikro: konsep dan Implementasi, 
BPPTPDAS di surakarta bersama fakultas kehutanan UGM jurnal  volume  No.2 17 Agustus 2016 hal 113-
224. 
8 Lembar Perpres No 15 Tahun 2018. 
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diperlukan pelibatan TNI dalam mendorong sekaligus meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi secara sadar atau sukarela 

dalam menyukseskan Program Citarum Harum. Hal ini berdasarkan berbagai 

artikel yang telah dihimpun menyebutkan bahwa tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam program Citarum harum masih belum optimal atau 

dikategorikan rendah. 

2. Rumusan Masalah 

Sebagai sungai dengan julukan sungai paling tercemar di dunia, Citarum 

pada kenyataanya menjadi penopang masyarakat Jawa Barat. Bahkan 

menjadi sumber air minum,  sekaligus menjadi ancaman dan menyimpan 

potensi bencana bagi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

pencemaran, erosi dan kerusakan lingkungan yang berdampak besar bagi 

kesehatan terutama bagi kelestarian lingkungan hidup.  

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan upaya pemulihan terhadap 

kerusakan DAS Citarum melalui langkah-langkah strategis. Langkah strategis 

tesebut diantaranya dengan melibatkan lembaga penegak hukum serta 

lembaga pemerintah lainnya terutama para stakeholder terkait  termasuk 

pelibatan TNI serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk dari 

pembahasan di atas maka dirumuskan permasalahannya  “Bagaimana 

pelibatan TNI dalam program Citarum Harum  untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan?”, mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat disusun 

beberapa  pertanyaan kajian yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. 

Adapun  pertanyaan-pertanyaan dalam Taskap ini antara lain:  

a. Bagaimana ipelibatan iTNI idalam iProgram iCitarum iHarum? 

b. Bagaimana peran idan ipartisipasi imasyarakat iDAS iCitarum idalam 

pembangunan iyang berwawasan ilingkungan? 

c. Bagaimana ikorelasi ipartisipasi imasyarakat idan ikeberhasilan 

pembangunan iyang iberwawasan ilingkungan? 

d. Bagaimana iupaya iTNI iuntuk imeningkatkan ikesadaran idan partisipasi 

masyarakat idalam imewujudkan ipembangunan iyang berwawasan 

lingkungan? 
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3.  Maksud dan Tujuan 

a. Maksud.  

Adapun maksud dari Pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan 

(Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sekaligus 

gambaran terkait  perlunya pelibatan TNI dalam program Citarum Harum 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

b. Tujuan. 

Adapun tujuan penulisan Taskap  ini untuk memberikan masukan, 

konsep ide dan pemikiran tentang pelibatan TNI dalam program Citarum 

Harum  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut 

bertujuan agar mampu mewujudkan kelestarian lingkungan melalui 

pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan Ekonomi Hijau dan dilandasi oleh pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

4 Ruang Lingkup dan Sistematika 

a. Ruang Lingkup.  

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini  dibatasi pada aspek 

kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup yang 

merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan.  

b. Sistematika.  

Adapun tulisan ini  terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkorelasi 

antara satu bab dan bab lainnya, dengan urutan penulisan sebagai 

berikut: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas situasi umum yang terkait 

dengan demokrasi dan  kampanye hitam sebagai uraian latar 

belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang 
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digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan 

persepsi dalam memahami pembahasan. 

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran 

dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai 

pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber 

dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan 

materi bahasan. Selanjutnya akan disampaikan implikasi 

perkembangan lingstra berdasarkan faktor eksternal maupun 

internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional. 

3) BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam  bab ini akan dianalisis setiap pertanyaan kajian 

tentang pentingnya pelibatan TNI dalam program Citarum harum  

kemudian Peran dan partisipasi masyarakat DAS Citarum dalam 

pembangunan yang berwawasan lingkungan.  Selanjutnya melihat  

korelasi  partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan serta  upaya TNI untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan  pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

4) BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab penutup ini akan disampaikan Simpulan dari hasil 

penulisan atau kajian disertai rekomendasi atau saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan dalam 

mengambil suatu keputusan. 

5.  Metode dan Pendekatan 

a. Metode.  

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan 

metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada 

pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data 

sekunder yang akan dianalisis menggunakan analisis SWOT. 
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b. Pendekatan.  

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

Taskap ini dilakukan dengan perspektif  kepentingan nasional, yaitu 

melalui tinjauan berdasarkan aspek ekonomi hijau  guna mewujudkan 

kesejahteraan serta ketahanan nasional. Melalui analisis multidisiplin 

ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

6. Pengertian 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan untuk menyamakan 

pemahaman  serta persepsi dalam taskap ini maka akan disampaikan 

beberapa  penjelasan terkait beberapa kata yang  digunakan sebagai berikut: 

a. Pelibatan TNI bermakna pelibatan adalah proses, cara, perbuatan 

melibatkan, TNI dalam suatu kegiatan atau program. 

b. Program Citarum harum adalah program dalam rangka memulihkan 

kondisi DAS Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat 

yang membentang sepanjang 270 KM serta bermuara di rawa gembong 

bekasi. 

c. Meningkatkan adalah proses cara pembuatan untuk menaikan sesuatu  

usaha atau kegiatan untuk lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. 

d. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, adalah pembangunan 

berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat  sumber daya alam dan 

sumber daya  manusia dengan cara menselaraskan aktivitas manusia 

dengan kemampuan SDA untuk menopangnya. 

e. Pemberdayaan/partisipasi masyarakat adalah proses pembangunan di 

mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat 

hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.9 

f. Pembangunan berkelanjutan menurut  Antonina Panca Yuni Wulandari, 

dalam bukunya Relasi dengan Dunia: Alam, Iptek, dan Kerja (2005), 

                                                      
9 Community development in perspective / edited by James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames: 
Iowa State University Press, 1989.  https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat diakses pada 4 
Mei 2022 pukul 20.15 wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat
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pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan 

kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri.10 

g. Ekonomi Hijau menurut United Nations Environment Programme 

(UNEP), ekonomi hijau adalah ekonomi yang meningkatkan taraf hidup 

dan sekaligus keadilan sosial, seraya tetap mengurangi secara signifikan 

resiko lingkungan dan tertabraknya ambang ekologis. "Dalam pengertian 

yang sederhana ekonomi hijau bisa dijelaskan sebagai ekonomi yang 

bersifat low carbon, resource efficient, and socially inclusive.11 

 

 

 

 
  

                                                      
10 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/150000469/pengertian-
pembangunan-berkelanjutan?page=all  diunduh pada 4 Mei 2022 pukul 21.00 wib  
11 https://www.itb.ac.id/berita/detail/5038/prof-dr-h-susilo-bambang-yudhoyono-
kampanyekan-ekonomi-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan#:~:text=Menurut 
%20United%20Nations%20Environment%20Programme,lingkungan%20dan%20tertabrak

nya%20ambang%20ekologis. 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/150000469/pengertian-pembangunan-berkelanjutan?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/150000469/pengertian-pembangunan-berkelanjutan?page=all
https://www.itb.ac.id/berita/detail/5038/prof-dr-h-susilo-bambang-yudhoyono-kampanyekan-ekonomi-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan#:~:text=Menurut
https://www.itb.ac.id/berita/detail/5038/prof-dr-h-susilo-bambang-yudhoyono-kampanyekan-ekonomi-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan#:~:text=Menurut
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

7.  Umum.   

Permasalahan   lingkungan hidup masih menjadi persoalan pelik bangsa 

Indonesia. Salah satunya yang cukup krusial dan perlu mendapatkan 

perhatian lebih adalah terkait pengelolaan DAS di Indonesia  khususnya DAS 

Citarum. DAS Citarum menjadi perhatian global dan dinobatkan menjadi salah 

satu sungai terkotor di dunia dimana pada tahun 2013, Green Cross 

Switzerland dan Blacksmith Institute telah membenarkan bahwa sungai 

Citarum menjadi salah satu tempat tercemar dan terkotor di dunia.12  

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan strategi dan upaya, dalam 

mengembalikan fungsi Citarum sekaligus mewujudkan kelestarian lingkungan 

pada DAS Citarum. Oleh sebab itu dalam Taskap  ini yang membahas   

pelibatan TNI dalam  mewujudkan citarum harum maka pada  Bab  II ini  akan 

membahas beberapa dasar yang menjadi fondasi kajian  terkait pelibatan TNI 

dalam program Citarum harum. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan 

kajian terhadap permasalahan Citarum serta pelibatan TNI dan 

pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang berorientasi 

terhadap pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. 

 Adapun pada  BAB II tinjauan pustaka, mencakup berbagai peraturan 

Per Undang-undangan sebagai payung hukum serta landasan hukum dalam 

setiap program kebijakan dan legalitas bagi pemangku kepentingan  dalam 

pembahasan ini, kemudian  data dan fakta yang bahan pembahasan serta 

kajian secara faktual di lapangan yang dituangkan dalam tulisan sekaligus  

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaiakan 

terakhir adalah pengaruh lingkungan strategis yaitu berbagai kondisi dan 

situasi yang ada serta berbagai kebijakan baik lingkup Global, regional dan 

nasional yang mempengaruhi permasalahan dan pembahasan dalam 

kajian/tulisan ini. 

                                                      
12 https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2020/06/20/sungai-citarum-predikat-sungai-tercemar-di-dunia-

bagaimana-solusinya/ diunduh 30 Mei 2022. 

11 

https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2020/06/20/sungai-citarum-predikat-sungai-tercemar-di-dunia-bagaimana-solusinya/
https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2020/06/20/sungai-citarum-predikat-sungai-tercemar-di-dunia-bagaimana-solusinya/
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8. Peraturan Per Undang-Undangan terkait.  

a. Undang-Undang   Nomor  3 tahun 2004 tentang TNI. 

TNI sebagai bagian dari komponen bangsa memiliki tugas yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu melaksanakan operasi militer 

perang dan operasi militer selain perang. Hal ini tertulis dalam Pasal 7 

ayat 2 UU TNI No 3/2004 tentang TNI yang menyebutkan tugas Pokok 

TNI adalah menegakan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan 

wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila  dan UUD NRI 1945. Salah 

satu tugas pokok TNI yaitu melaksanakan  operasi militer selain perang 

yang diantaranya adalah membantu tugas pemerintah daerah. Oleh 

karenanya pelibatan TNI dalam penanganan Citarum sudah sesuai 

amanat Undang-undang. Dengan Undang-undang ini jelas optimalisasi 

OMSP (Operasi Militer Selain Perang) TNI dalam mewujudkan Citarum 

Harum dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai 

tugas bantuan TNI  kepada pemerintah di daerah. 

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 

UU RI No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang sampai dengan tahun 2025. RPJP tersebut mencanangkan visi 

“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur“. RPJP tersebut 

selanjutnya terbagi menjadi  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

dalam kurung lima tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) 

setiap tahun. Didalam program RPJM telah ditetapkan 5 agenda untuk 

dilaksanakan setiap tahunnya sebagai agenda utama yang selanjutnya 

disamping ke 5 agenda utama tersebut terdapat 13 program aksi 

(pendidikan,  kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penciptaan 

lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, 

ketahanan kemandirian energi, perbaikan tata kelola pemerintahan yang 

baik, penegakan pilar demokrasi, penegakan hukum, pembangunan 

yang inklusif dan berkeadilan, lingkungan hidup dan pengembangan 

kebudayaan). 

Mencermati uraian tersebut, untuk mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat  maka dapat dilakukan dengan mewujudkan 
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pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan 

tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan  sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan 

datang dalam memenuhi  kebutuhannya.  Hal ini sejalan dengan upaya 

mewujudkan kelestarian lingkungan terutama dalam menjaga 

kelestarian DAS sebagai sumber kehidupan saat ini dan yang akan 

datang. 

c. UU NO 32  tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut 

UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun pasal 1 ayat (3)  

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan. Sebagai upaya sistemastis dan 

terpadu dalam pengelolaan dan perbaikan maka pemerintah sudah 

seharusnya mengimplementasikan hal tersebut melalui upaya 

mewujudkan Program Citarum  Harum sebagai DAS yang dianggap 

paling kotor dan tercemar dengan melibatkan banyak pihak terutama TNI 

dan masyarakat. 

d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs. 

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan 

SDGs (Sustainable Development Goals), Presiden Jokowi telah 

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar 
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pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif 

dengan melibatkan seluruh pihak. 

e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang DAS Citarum. 

Sungai Citarum sebagai salah satu sungai strategis nasional. 

Namun DAS Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan yang menyebabkan kerugian  yang besar terhadap 

kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan 

mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Menyikapi rusaknya DAS Citarum, perlu diberikan 

perhatian khusus dimana  ulangan pencemaran dan kerusakan DAS 

Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis   

pengendalian dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan 

pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum. 

9. Kerangka Teoritis  

a. Pemberdayaan Masyarakat  menurut Eko Sudarmanto dkk 

(2020:210) merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat 

golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan 

keterbelakangan atau suatu iupaya imeningkatkan daya iatau ikekuatan 

idari dalam iyang idiperkuat iatau ididukung ioleh iunsur-unsur ipenguat 

idari luar. I Oleh ikarena iitu, ikonsep ipemberdayaan imasyarakat ipada 

hakekatnya imerupakan ikonsep ipembangunan imasyarakat iyang 

menumbuhkan iserta imeningkatkan ikemampuan idalam imengatasi 

persoalan-persoalan iataupun imengembangkan ipotensi-potensi 

unggulannya, iyang ididorong ioleh ifaktor ilingkungan idan iunsur-unsur 

dari iluar.13 i itPemberdayaan masyarakat sangat penting dalam 

membangun upaya partisipatif serta tanggung jawab masyarakat 

terhadap suatu program kegiatan, sehingga akan menimbulkan dan 

membangun rasa peduli dan rasa memiliki. 

 

                                                      
13 https://media.neliti.com/media/publications/114749-ID-pengembangan-hukum-lingkungan-hidup-

mela.pdf diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 00.16 wib 

https://media.neliti.com/media/publications/114749-ID-pengembangan-hukum-lingkungan-hidup-mela.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/114749-ID-pengembangan-hukum-lingkungan-hidup-mela.pdf
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b.  Teori Analisis SWOT  (Albert S Humphrey Pada Tahun 1960). 

Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang 

klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan 

dan kesempatan ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara 

sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan 

sebuah strategi. Metode analisis SWOT dibuat pada 1960-an oleh Albert 

Humphrey dari Stanford Research Institute, penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa perencanaan perusahaan 

gagal secara konsisten. 

Tabel 2.1 Matriks SWOT 

 

SWOT Merupakan Akronim dari Strength, Weakness, Opportunity, 

dan Threats. Analisis SWOT merupakan proses  pengorganisasian  dan 

analisis kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), kesempatan 

(Opportunity), dan ancaman (Threats) yang dihadapi, dimana  

dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari  strength (kekuatan) dan 

weakness (kelemahan). Adapun Faktor eksternal dalam analisis SWOT 

mencakup opportunity (peluang) dan threat (ancaman). Teori SWOT ini 

akan digunakan untuk menganalisa permasalahan pada Bab III pasal 

16a tentang pelibatan TNI. 
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c.  Teori Penta Helix  menurut Riyanto pada tahun 2018.  

Konsep Penta-Helix atau multipihak dimana unsur pemerintah, 

akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan 

media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk 

mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk 

dikapitalisasi atau ditransformasi. Teori ini diterapkan dalam mengubah 

suatu keadaaan atau situasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait 

agar memberikan hasil yang optimal. Teori Penta Helix menerapkan atau 

melibatkan  lima unsur antara lain pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, 

akademisi dan media. Penerapan teori Penta Helix dalam pengelolaan  

DAS citarum tentu sangat diperlukan dihadapkan dengan kompleksitas 

permasalahan yang ada yang tidak bisa hanya diselesaikan  hanya oleh 

TNI sebagai bagian dari pemerintah. Oleh karenanya penting 

menerapkan  teori Penta Helix dalam pendekatan permasalahan DAS 

Citarum. Teori Penta Helix   ini akan digunakan untuk menganalisa 

permasalahan pada Bab III pasal 16 a tentang Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Pembinaan Teritorial TNI. 

10. Data dan Fakta. 

a.  Ekonomi Hijau. 

Konsep ekonomi hijau  merupakan paradigma  ekonomi yang  

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat   

sekaligus dengan meminimalisir  kerusakan lingkungan berkelanjutan 

seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. Pertumbuhan 

hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari 

pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat 

kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan 

dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Menjadi 

hijau dan berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi 

juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Gaya 

hidup hijau telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir dan 

menjadi konsep yang populer karena semakin banyak orang dan entitas 

mengakui adanya kebutuhan mendesak, serta juga berbagai manfaat 

dari praktik yang berkelanjutan. 
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  Oleh karena itu, pertumbuhan hijau (green growth) adalah 

pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal 

alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan 

menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara 

keseluruhan dengan membangun ekonomi hijau (green economy). 

Hingga akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Saat ini masyarakat, terutama 

sektor pariwisata di kawasan hulu Das Citarum banyak menyediakan 

area Camping ground di pinggir sungai di kawasan ciwidey, yang belum 

berorientasi terhadap pembangunan ekonomi hijau. Pembukaan 

camping ground tidak disertai pengolahan limbah tinja tetapi langsung 

dibuang ke sungai yang akan menimbulkan permasalahan baru. Begitu 

juga dengan pembukaan wisata rakit atau rumah makan apung di DAS 

Citarum yang dengan mudahnya membuang limbah dan sampah 

domestik  ke sungai yang  menimbulkan pencemaran terhadap kawasan 

sungai. 

Kemudian masih adanya perambah hutan yang dilakukan oleh 

warga sekitar bantaran sungai. Belum terkelolaanya keramba jaring 

apung yang belum menerapkan teknologi green ekonomi sehingga 

masih menyebabkan pencemaran di kawasan DAS Citarum khususnya 

di waduk Cirata dan Jatiluhur. Besarnya potensi pariwisata di kawasan 

DAS Citarum  belum terkelola dengan baik, hal ini terlihat dengan belum 

adanya grand desain  pengelolaan pariwisata terutama regulasi  yang 

dapat menjadi payung hukum dan arah pengembagan pariwisata yang 

berorientasi  ekonomi hijau. Selanjutnya belum adanya kebijakan terkait 

penggunaan plastik di wilayah kabupaten Bandung menunjukan belum 

optimalnya orientasi green ekonomi dalam mendukung pemanfaatan 

DAS Citarum. Menurunya kualitas dan kuantitas  serta Debit air akan 

berdampak besar juga terhadap operasional PLTA Saguling sebagai 

PLTA yang menyuplai dan menjadi sumber  listrik Jawa-Bali. 

b. Pelibatan TNI dalam OMSP. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 34  tahun 2004 

tentang TNI maka Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang 
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atau OMSP diatur dalam pasal 7 ayat 2 dimana dalam UU TNI terdapat 

14 jenis OMSP. Adapun pelibatan TNI dalam OMSP yang telah 

dilaksanakan telah banyak dilakukan adapaun terkait pelibatan TNI 

dalam membantu pemerintah daerah  diantaranya penanggulangan 

bencana, pertolongan atau SAR hingga mendukung kegiatan pemerintah 

daerah dan kementerian pertanian seperti mewujudkan ketahanan 

pangan yang berhasil dan sukses dengan mewujudkan surplus hasil 

panen padi kemudian membantu pemerintah daerah dalam penaganan 

kebakaran hutan hingga dilibatkan dalam penanganan Pandemi Covid 

19. 

Upaya pendekatan yang dilaksanakan dalam mendukung program 

pemerintah daerah adalah melalui kegiatan pembinaan teritorial (Binter). 

Pembinaan teritorial adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara 

berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen 

bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan 

kekuatan pertahanan aspek darat, laut dan udara yang meliputi wilayah 

pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya 

kemanunggalan TNI - rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan 

dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas 

pokok TNI. 

Di awal perencanaan  jumlah personil TNI yang dilibatkan hanya 

sebanyak  1350 orang yang terbagi ke dalam 22 wilayah sektor 

penugasan dengan luas wilayah kerja sekitar  11,323 KM2, serta panjang 

sungai mencapai 297 KM, Di setiap sektor, perwira menengah 

berpangkat kolonel ditunjuk menjadi koordinator. Mereka membawahi 

sejumlah prajurit yang disebar ke daerah terkait dalam sektor tersebut. 

 Selajutnya Pemberdayaan dan pelibatan serta partisipasi 

masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kelestarian lingkungan 

DAS Citarum bahkan dalam upaya merevitalisasi kondisi citarum. Sebab 

pelibatan TNI tanpa dukungan serta partisipasi masyarakat maka sangat 

mustahil ketercapaian sasaran  penanganan citarum akan terwujud 

sesuai harapan. Masyarakat dalam hal ini tidak saja penduduk tetapi 

seluruh pihak termasuk perusahaan atau industri yang berada di 
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sepanjang Sungai Citarum menjadi bagian dari masyarakat yang perlu 

berkontribusi dan berpartisipasi aktif untuk mengembalikan kondisi 

Citarum.  

c. Sungai Citarum. 

Sungai Citarum terletak di provinsi Jawa Barat dengan panjang  297 

km, merupakan sungai terpanjang di Jawa  Barat, Wilayah Sungai (WS)  

Citarum ditetapkan sebagai WS strategis nasional yang merupakan 

kewenangan pusat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Citarum terdiri 

dari 19 DAS dan membaginya menjadi 3 kawasan, yaitu  kawasan hulu, 

kawasan tengah  dan hilir.14  

Sejak 1989 Tahun berbagai program diluncurkan pemerintah untuk 

mengatasi persoalan di sungai Citarum akan tetapi programnya sering 

kali berhenti dan tanpa Evaluasi,  selanjutnya pada 1989 dicanangkan 

program Kali bersih (Prokasih) dilaksanakan untuk 75 sungai di 17 

Provinsi, pelaksanaan prokasih terkait komitmen industri pada 2003, 

berikutnya pada 2001 diluncurkan program Citarum Bergetar (Bersih 

geulis dan Lestari) dengan agenda perbaikan kebijakan dan hukum 

pengendalian pencemaran konservasi serta pemberdayaan. 

Kemudian pada 2008 dilaksanakan progran citarum terpadu atau 

ICWRMIP  dengan anggaran didukung oleh Asian Development Bank 

(ADB) yang memberikan pinjaaman sekitar 65,7 T untuk 15 tahun, 

namun pada 2011 programnya diprotes karena  rawan dikorupsi. Pada 

2013 dicanangkan kembali program Citarum Bestari (bersih, Indah, 

sehat dan lestari) targetnya air citarum dapat diminum pada 2018 dari 

semua program tidak menunjukan hasil yang jelas bahkan evaluasi 

dirasa lemah hingga kemudian lahirlah Perpres No 15 th 2018 tentang 

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran 

Sungai Citarum 

Adapun pemanfaatan air sungai Citarum sebesar 7,5 miliar 

m3/tahun (58% kapasitas debit sungai),  sekitar 87% air sungai Citarum 

                                                      
14 http://citarum.org/tentang-kami/sekilas-citarum/kondisi-fisik-dan-spasial.html 
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dimanfaatkan untuk Irigasi yang melayani 3 daerah Irigasi seluas 427 

ribu ha. Sungai Citarum sebagai sumber pemasok energi air di kedua 

waduk terbesar di Jawa Barat yaitu Bendungan Saguling, Cirata dan 

Jatiluhur memiliki kapasitas PLTA sebesar 1.900 Megawatt. Sebagai 

sumber PLTA pemasok listrik jaringan Interkoneksi Jawa-Bali. Sungai 

Citarum memiliki fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sebagai penyuplai 

air untuk kebutuhan 28 Juta masyarakat, mengaliri areal irigasi untuk 

pertanian seluas 420.000 hektar terutama sumber air minum dikonsumsi 

80 % untuk masyarakat di Jakarta.15 

Saat ini luas lahan kritis di kawasan hulu mencapai  77.037,36 ha  

yang terbagi dari lahan dalam kawasan 15.355,64 ha dimana yang sudah 

ditangani 11.856 ha, yang belum ditangani  seluas 3.499 ha kemudian 

lahan luar kawasan  seluas 61.681,72 ha yang terdiri dari  11.019 ha 

sudah ditangani dan yang belum ditangani seluas 50.662 ha. Selanjutnya 

nilai indek kualitas air hingga 2021 telah mencapai indeks 50,13 atau 

cemar ringan dan ditargetkan pada 2025 indeks kualitas air  dapat 

mencapai angka 70 yang memasuki kategori memenuhi syarat untuk 

dimanfaatkan. Sesuai data jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) saat ini 

mencapai 33.000 KJA. Adapun jumlah sesuai Pergub hanya  11.306 

KJA, yang telah dibongkar baru mencapai  430 KJA dan yang belum 

dibongkar  21.264 KJA sehingga  baru terealisasi 5 % dari target. Adapun 

hasil evaluasi Satgas  Citarum yang disampaikan oleh Pangdam III/ 

Siliwangi sebagai Wadan Satgas, hingga akhir tahun 2021 yang 

disampaikan pada  tahun 2022 menyebutkan bahwa beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian diantaranya: 

1) Relokasi & rencana alih profesi masyarakat di sekitar situ cisanti 

(perambah hutan & warga sekitar bantaran Sungai) sejak thn 2018 

sebanyak 360 kk sampai saat ini blm terlaksana.  

2) Masih ada pabrik yg melakukan pembuangan limbah pada saat 

malam hari atau saat turun hujan. 

                                                      
15 Paparan kementerian PPN/Bapenas,  PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH SUNGAI 
CITARUM, 
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3) Masih ada masyarakat yang belum mendukung kegiatan 

penanganan lahan kritis, terutama di lahan yang sudah digunakan 

untuk kebun sayur mayur dengan mencabut pohon yg sudah 

ditanam oleh satgas. 

4) Masih ada masyarakat  yang membuang sampah rumah tangga di 

sungai. 

5) Kondisi air di Situ Cisanti saat ini memiliki kandungan ecoli cukup 

tinggi yg diakibatkan banyaknya populasi ikan yg ditebar pada saat 

awal pencanangan Citarum Harum. 

11. Pengaruh Lingkungan Strategi. 

Di era globalisasi dewasa ini, lingkungan eksternal baik dalam lingkup 

global maupun regional semakin menentukan pengambilan kebijakan 

pembangunan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Diantara bangsa-bangsa di 

dunia kini berada dalam kehidupan yang interdependensi atau saling 

ketergantungan. Sehingga mau tidak mau suka tidak suka, bangsa tersebut 

akan dipengaruhi dan juga mempengaruhi lingkungannya. Faktor penting 

yang mempengaruhi corak dan dinamika perkembangan lingkungan baik 

global, regional dan nasional meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi 

terutama teknologi telekomunikasi, transportasi, informasi, yang sekarang ini 

mengalami kemajuan pesat. 

a. Pengaruh Perkembangan Global.   

Pemanasan global telah menginisiasi pertemuan global terkait 

kekhawatiran semakin meningkatnya CO2. Dalam sidang ketiga 

Konferensi Para Pihak (Third Session of the Conference of Parties, COP-

3) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang, tahun 1997, menghasilkan 

keputusan (Decision 1/CP.3) untuk mengadopsi Protokol Kyoto untuk 

Konvensi kerangka PBB tentang Perubahan Iklim.  Selanjutnya pada 

2015 berdasarkan hasil pertemuan ini adalah menyepakati kesepakatan 

yang mengikat (legally binding). Ini adalah kesepakatan yang mengikat 

pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ke 3. 

Butir-butir kesepakatan Paris disebut Kesepakatan Paris untuk 
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Perubahan Iklim yang dikenal dengan Paris Agrement COP21 yang 

menjadi inisiasi lahirnya kebijakan SDGs dan dirubah menjadi MDGs. 

Hadirnya kebijakan SDGs sebagai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 

Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. 

TPB/SDGs berprinsip universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan 

bahwa tidak ada satupun yang tertinggal, dengan target menghilangkan 

kemiskinan pada 2030  dimana dalam SDGs memuat 17 tujuan 169 

target.16 

Selanjutnya negara-negara dunia mulai memiliki kesadaran 

terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang telah menjadi 

masalah bersama dan menjadi perhatian seluruh negara di dunia. 

Pemanasan global (Global Warming) yang berakibat kepada kenaikan 

permukaan laut, perubahan siklus hidrologis serta kekeringan yang 

kemudian menyebabkan curah hujan ekstrem dan perubahan ekologis. 

Untuk memajukan green economy, pengembangan kapasitas melalui 

pertukaran informasi, termasuk finansial, teknis dan teknologi. 

Menindak lanjuti berbagai kesepakatan  pada tingkat global,  

Indonesia melaksanakan kerjasama.   Pemerintah Indonesia dalam hal 

ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pejabat 

Uni Eropa melaksanakan pertemuan The Third Working Group on 

Environment and Climate Change (WGECC), Indonesia dan Uni Eropa. 

Pada WGECC ketiga ini membahas pentingnya kesinambungan dalam 

pertemuan working group di bawah Partnership and Cooperation 

Agreement (PCA). Selanjutnya Ruandha dan Schomaker menegaskan 

kembali komitmen bersama Indonesia dan Uni Eropa untuk 

meningkatkan kerja sama dalam melindungi lingkungan dan memitigasi 

perubahan iklim. Selain itu juga untuk memenuhi komitmen kedua pihak 

terhadap agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDG’s).  

                                                      
16 https://sdgs.bappenas.go.id/tentang/ 
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Bahkan Indonesia  melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama 

Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Kerangka Kerja Sama 

Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable 

Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025 dalam 

acara Bappenas UN Forum 2021, Senin (13/9). Kerangka kerja ini 

memiliki empat prioritas strategis, yaitu (1) pembangunan manusia yang 

inklusif; (2) transformasi ekonomi inklusif; (3) pembangunan hijau, 

perubahan iklim, dan bencana alam; dan (4) inovasi untuk mempercepat 

kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals (TPB/SDGs).17 melakukan kerja sama. Selain 

Amerika dan Inggris  negara  Jepang juga ikut bekerja sama dalam 

melakukan penanganan Citarum terutama dalam membersihkan 

sampah dan alih teknologi pengolahan limbah yang ada di Citarum. 

b. Pengaruh Perkembangan Regional. 

ASEAN sebagai lembaga kerjasama regional di kawasan Asia 

Tenggara telah lama membangun kerjasama di segala bidang aspek 

kehidupan diantaranya Ipoleksosbud Hankam. Adapun  kerjasama di 

bidang lingkungan hidup adalah  ASEAN Working Group on Nature 

Conservation and Biodiversity (AWGNCB).   Kelompok ini sebagai 

bentuk  kerjasama Kelompok Kerja ASEAN terbentuk bertujuan  

mengoptimalkan dan mengintesifkan berbagai bentuk  kerja sama terkait 

bidang lingkungan sekaligus   konservasi keanekaragaman hayati, 

pemanfaatan berkelanjutan serta promosi lingkungan yang bersih dan 

hijau di kawasan ASEAN. 

Selain itu dalam bidang kehutanan dan perubahan ilklim  negara-

negara ASEAN  membentuk kerjasama yang dinamakan ASEAN 

Working Group on Forest and Climate Change (AWG-FCC) dimana 

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan the 18th (AWG-FCC) pada 

tanggal 6 April 2022 yang diselenggarakan secara virtual. AWG-FCC 

merupakan kelompok kerja ASEAN di bawah pilar ekonomi yang 

                                                      
17 https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dan-pbb-luncurkan-kerangka-kerja-sama-
pembangunan-berkelanjutan-pbb-2021-2025-0U0nn 
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membahas kebijakan-kebijakan dan langkah strategis dalam optimalisasi 

peran hutan dalam pengendalian perubahan iklim. Setiap tahun AWG-

FCC mengadakan pertemuan yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, 

Sekretariat ASEAN, dan mitra-mitra pembangunan, yang membahas 

tentang 1) Update perkembangan kebijakan pengelolaan hutan dan 

perubahan iklim. 2) Update Plan of Action (PoA) AWG-F CC 2021-2025. 

3) Interlinkage on Land and Climate Change Adaptation. 4) Pembahasan 

hasil COP 26 UNFCCC, dan 5) Persiapan COP 27 UNFCCC yang akan 

dilaksanakan 7-18 November 2022.18 

c. Pengaruh Perkembangan Nasional 

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan DAS 

Cutarum tentu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama 

dipengaruhi oleh astagatra yang mempengaruhi pembahasan sebagai 

berikut: 

1) Geografi.  

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah Pulau di 

Indonesia, sesuai dengan UU no. 6 th 1996 kurang lebih 17.508 

pulau,19  dengan kondisi geografis berupa  bukit, gunung dan 

lembah hingga sungai. Data kementerian lingkungan hidup 

Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak 

sungai yang tersebar di Nusantara. Dari jumlah sungai utama itu, 

daerah aliran sungai (DAS) mencapai 1.512.466 kilometer 

persegi.20 Menurut menteri  lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) 

Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 DAS tersebut, 

setidaknya 2.145 DAS perlu dipulihkan.21 Belum optimalnya 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan perilaku masyarakat 

menjadi penyumbang kerusakan lingkungan atau DAS  yang terjadi 

saat ini. 

                                                      
18 http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/4224 
19 https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncurkan/ 
20 https://nasional.okezone.com/read/2017/03/22/337/1648855/hari-air-sedunia-kondisi-sungai-di-
indonesia-memprihatinkan#:~:text=MALANG%20%2D%20Indonesia%20memiliki%20sedikitnya% 
21 https://www.cnbcindonesia.com/news/20180325172807-4-8485/ribuan-das-rusak-negara-rugi-ratusan-
triliun-tiap-tahun 

https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncu
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2) Demografi 

Faktor Demografi menjadi salah salah satu faktor penting 

dalam, persoalan pengelolaan  dan penataan serta pengembalian 

fungsi DAS Citarum. Jawa barat sebagai wilayah  dengan jumlah 

penduduk terbesar  yaitu pada tahun 2021, yaitu sebanyak 

48.220.094 jiwa.22 Besarnya jumlah penduduk di kawasan DAS 

Citarum, dengan jumlah yang begitu besar  bisa dibayangkan 

potensi kerusakan akibat perilaku masyarakat, atau justru 

sebaliknya potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat dapat 

mewujudkan Citarum Harum. 

3) Sumber Kekayan Alam (SKA) 

Potensi sumber kekayaan alam Indonesia  dapat dikatakan 

cukup melimpah bahkan menjadi sumber energi, diantaranya 

adalah DAS Citarum, sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat, 

sekaligus menjadi sumber air bersih penduduk jawa barat. 

Berdasarkan Pemanfaatan air sungai Citarum sebesar 7,5 miliar 

m3/tahun (58% kapasitas debit sungai), Sumber suplai air baku 

untuk 80%  penduduk Jakarta (31 m3/s), Sekitar 87% air Sungai 

Citarum dimanfaatkan untuk Irigasi untuk melayani 3 Daerah Irigasi 

seluas 427 ribu ha, dengan kapasitas produksi 5% dari total beras 

nasional.23 Artinya DAS Citarum  memberikan kehidupan bagi 

sektor pertanian yang merupakan sumber pangan.  

Selain itu DAS Citarum menjadi sumber pengairan bagi sektor 

peternakan  seperti sapi hingga unggas bahkan sektor perikanan.  

DAS Citarum dengan debit air yang cukup besar memiliki kontribusi 

besar dalam penyedian energi listrik terutama bagi operasional  

PLTA. Bahkan Citarum menjadi sumber air bagi keberlangsungan 

sumber energi 3 PLTA yang dialirkan  melalui Bendungan Saguling, 

                                                      
22 https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1033/rilis-data-kemendagri-jumlah-
penduduk-jabar-terbanyak-kaltara-
tersedikit#:~:text=Jakarta%20%2D%20Provinsi%20Jawa%20Barat%20(. 
23 Paparan kepala Bapennas terkait pengelolaan terpadu wilayah sungai citarum 
Disampaikan pada acara Rakor Penataan Sungai Citarum Jakarta, 11 Januari 2018 
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Cirata, dan Jatiluhur yang memiliki kapasitas PLTA sebesar 1.900 

Megawatt. tenaga listrik yang dihasilkan 1.937,5 MwPatt.24 

4) Ideologi Pancasila 

Pancasila harus menjadi dasar sekaligus pedoman dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan 

lingkungan utamanya dalam pengelolaan DAS Citarum hal tersebut 

agar mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi 

masyarakat.  Bahkan secara ideologis harus diakui bahwa 

kerusakan lingkungan khususnya Citarum berakar pada 

menurunya kesadaran akan implementasi nilai-nilai Pancasila. 

Sebagai contoh sebagai mahluk Tuhan seharusnya manusia dapat 

menjaga kelestarian lingkungan bukan merusaknya sebab alam 

menjadi amanah Tuhan sebagai Sang Pencipta  untuk dijaga 

kelestariannya bagi keberlanjutan kehidupan anak cucu di masa 

depan bukan justru menimbukan kerusakan. 

5) Politik 

Kebijakan politis sangat penting dalam mendukung 

terwujudnya   pengelolaan DAS Citarum Harum dan kerusakan 

DAS. Pentingnya dukungan politis atau political will 

Presiden/pemerintah yaitu dengan  menetapkan DAS Citarum 

sebagai sungai strategis, melalui Perpres No 15/2018 tentang 

percepatan pengendalian pencemaran DAS Citarum.  Maka akan 

secara cepat dilakukan penanganan oleh Kementerian dan stake 

holders terkait. Adapun dukungan politis terhadap penanganan 

Citarum yaitu pertama: Melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Kedua: Melalui 

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 

Tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan 

Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025. 

                                                      
24 Ibid 
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6) Ekonomi 

Sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal baik bagi sektor pertanian, perikanan 

hingga pariwisata.Mmaka dari itu, DAS Citarum memiliki nilai 

potensi ekonomi cukup baik dan  masih menjadi sumber ekonomi 

masyarakat terutama dari hasil budi daya ikan dengan jaring apung 

atau sekat yang berada di aliran irigasi. DAS Citarum juga sebagai 

sumber irigasi untuk mengairi persawahan di Jawa Barat, bahkan 

menjadi potensi Eco Pariwisata terutama di kawasan Hulu. 

Persoalannya adalah potensi ekonomi ini tdak dapat diwujudkan 

dihadapkan dengan persoalan pencemaran DAS Citarum. 

Namun demikian upaya pemerintah melakukan revitalisasi 

dan normalisasi DAS Citarum justru akan berkontribusi besar 

terhadap perekonomian. Salah satu dampaknya yaitu dimana banjir 

di sekitar Dayeh Kolot dan  Majalaya akan berkurang sehingga 

aktifitas perekonomian warga berjalan lancar. Kemudian dengan  

hasil normalisasi DAS akan memberikan lingkungan yang bersih 

sehingga dapat meningkatkan potensi wisata terutama sektor 

wisata di kawasan hulu Sungai citarum melalui  wisata kuliner dan 

wisata hutan atau glamping. 

7) Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya berimplikasi terhadap kondisi 

rendahnya kesadaran, kurangnya pengetahuan dan rendahnya 

kepedulian masyarakat terhadap Citarum. Hal ini  semakin 

memperbesar kerusakan lingkungan terutama dengan kebiasaan 

membuang sampah ke aliran  Sungai Citarum seakan menjadi 

budaya bagi masyarakat yang tinggal di pinggir DAS. Terutama 

dengan tingkat kehidupan sosialnya yang secara umum berada 

pada taraf kesejahteraan yang rendah. Bahkan dalam persoalan  

kebersihan dan MCK, masyarakat di sekitar DAS Citarum masih 

bergantung kepada MCK tradisional yang dibangun  secara 

tradisional di atas aliran DAS Citarum. Artinya secara mandiri 
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masyarakat di sekitaran DAS Citarum masih banyak yang belum 

memiliki tempat MCK permanen dan layak. 

8) Hankam 

Pelibatan TNI dan Polri tidak selalu berkaitan dengan 

permasalahan pertahanan dan keamanan. Pelibatan TNI sesuai 

UU terutama dalam fungsinya melaksanakan Operasi Militer Selain 

Perang yang diantaranya mendukung Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan pembangunan.  Dalam bidang hukum, pelibatan Polri 

dalam penegakan hukum perlu lebih optimal lagi. Terutama 

terhadap kelompok masyarakat atau industri yang melakukan 

perusakan lingkungan khususnya membuang sampah dan limbah 

yang mencemari DAS Citarum, atau melakukan pembalakan liar 

hutan-hutan di kawasan hulu Citarum. Pelibatan TNI melalui 

pendekatan kemanusiaan dan masyarakat melalui pemberdayaan  

masyarakat yang didorong oleh TNI dapat membawa perubahan 

terhadap sikap dan perilaku masyarakat. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum 

Penanganan DAS Citarum telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

bersama dengan pemerintah daerah  sejak tahun 1989 untuk menangani 

permasalahan limbah dan sampah serta kerusakan lingkungan  di DAS 

Citarum. Kerjasama tersebut dilakukan melalui berbagai program akan tetapi 

program-program yang telah dilaksanakan sering kali berhenti bahkan tidak 

mendapatkan hasil evaluasi yang jelas. Kompleksitas permasalahan yang 

dihadapi citarum harum seperti deforestasi hutan di area hulu, puluhan ribu 

sampah yang semakin menumpuk tiap harinya, kotoran manusia dan ternak, 

ratusan ribu ton limbah industri per hari, hingga persoalan tata ruang di hulu 

dan sepanjang bantaran sungai, sehingga perlu diambil langkah-langkah 

strategis.  Selanjutnya pada bab III ini  akan dibahas terkait pelibatan TNI 

dalam Program Citarum Harum, kemudian  peran dan partisipasi masyarakat 

DAS Citarum dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Selanjutnya membahas tentang korelasi partisipasi masyarakat dengan 

keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terakhir 

membahas terkait dengan upaya TNI untuk meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. 

13. Pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum 

a.  Program Citarum Harum. 

Sebelum pemerintah pusat melaksanakan program citarum harum, 

pemerintah Jawa Barat terlebih dahulu  telah menerapkan program 

rehabilitasi citarum melalui Program Citarum Bergetar Bersih, Geulis 

(cantik dalam bahasa Sunda) dan Lestari antara tahun 2000-2003 

dimana kemudian dianggap kurang optimal.  Selanjutnya sejak 2013 

dilaksanakan Program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah dan 

Lestari), program ini sebagai upaya pemulihan lingkungan yang rusak, 

kemudian melalui Pergub Jabar No 75/2015, gerakan Citarum Bestari 

resmi dilaksanakan dengan dukungan  Anggaran sekitar Rp 80 miliar 
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untuk dapat  mencapai  target Citarum Bestari sampai tahun 2016, . Akan 

tetapi tidak berjalan optimal. Adapun program-program rehabilitasi 

Citarum yang pernah dilaksanakan dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Perjalanan Program Citarum25 

 

 

Merujuk kepada gambar 3.1. tentang perjalanan Program Citarum 

Harum. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa penyebab atau faktor 

kegagalan program Citarum Bergetar dan Citarum Bestari ini karena 

kurangnya kesadaran dan pelibatan masyarakat. Sebab masyarakat 

tidak dijadikan ujung tombak.  

Kondisi Sungai Citarum kembali viral di dunia internasional melalui 

video yang di publish pada 29 Agustus 2017 oleh Gary dan Sam 

Bencheghib, kakak beradik asal Prancis yang telah 13 tahun tinggal di 

                                                      
25 https://kumparan.com/kumparannews/gonta-ganti-jurus-pemerintah-untuk-citarum 

Sumber: Kumparan.com 
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Indonesia dan  mendokumentasikan keprihatinan mereka akan 

pencemaran di Citarum. Melalui film dokumenter dengan julukannya 

sebagai sungai terkotor kembali go international. Hal tersebut kemudian 

seperti menyentil pemerintah Indonesia sehingga kemudian pemerintah 

merespon dengan menerbitkan program baru yaitu  Citarum Harum yang  

ditargetkan rampung dalam waktu tujuh   

Adapun sumber pencemaran berdasarkan data 2018, berasal dari 

tinja manusia 35,5 ton/hari, kotoran ternak 56 ton/hari, sampah organik 

dan anorganik 20,462 ton/hari dimana 71% tidak terangkut termasuk 

didalamnya limbah medis, terdapat 3236 industri tekstil dimana 90% 

tidak memiliki ipal serta sedimentasi    8.465 ton/tahun.    Air yang biasa 

diminum oleh warga di sekitar Sungai Citarum berada di level sangat 

berbahaya karena 1000 kali di atas standar berbahaya yang ditetapkan 

di Amerika Serikat.26  Terkait dengan penanganan DAS Citarum maka 

telah disusun rencana aksi Satgas Citarum sebagai mana yang tertuang 

dalam gambar 3.2 berikut ini: 

Gambar 3.2 Rencana Aksi Satgas Citarum Harum27 

 

 

Merujuk kepada gambar 3.2 maka rencana penanganan DAS 

Citarum sebagaimana yang tertuang dalam program investasi 

pelaksanaan roadmap Citarum yang disusun oleh Bapenas akan 

melaksanakan lebih kurang 80 kegiatan intervensi untuk pemulihan DAS 

                                                      
26 Penelitian: Sungai Citarum & Kalimantan di 10 Besar Lokasi Tercemar ... 
www.mongabay.co.id/.../penelitian-sungai-citarum-kalimantan- di-10-besar-lokasi-terc... 
2https://infonawacita.com/presiden-pembenahan-sungai-citarum-dimulai-pertengahan-januari/ 
27  Paparan Pangdam III/Siliwangi Satgas Citarum Harum 

Sumber: Paparan Pangdam III 
Siliwangi 
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Citarum dengan perkiraan anggaran pembiayaan mencapai  255 Triliun 

hingga tahun 2040. Adapun 35 Intervensi kegiatan direncanakan untuk 

memperoleh pendanaan dari program investasi yang dinamakan 

Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program 

atau ICWRMIP (pinjaman dari Asian Development Bank atau ADB) 

melalui Multiyears Financing Facility (multi-tahap) selama 15 tahun, 

namun baru terlaksana tahap 1 hingga 2015. Selain itu sumber 

pembiayaan atau pendanaan lainnya  akan bersumber dari  APBN, 

APBD dan kontribusi lainnya.  

Adapun stake holder atau pemangku kepentingan dalam program 

citarum harum diantaranya pemerintah (kementerian, lembaga terkait, 

TNI dan Pemerintah Daerah), masyarakat (kelompok-kelompok 

masyarakat/civil society), akademisi, perguruan tinggi, peneliti dan para 

pengusaha. 

b.  Pelibatan TNI  

1) Organisasi Tugas. 

Pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum didasarkan atas 

Perpres No 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Adapun 

bentuk organisasi TNI dalam satgas Citarum dapat dilihat dari 

gambar 3.3 berikut ini. 

Gambar 3.3 Struktur Organsasi TNI Satgas Citarum harum 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Sebagai  salah satu proyek strategis penanganan Citarum 

Harum melibatkan peran banyak pihak diantaranya pelibatan TNI. 

Pada pasal 8 Perpres No 15/2018   dalam organisasi, penunjukan  

wakil komandan satgas bidang penataan ekosistem 1  di jabat oleh 

Pangdam III/Siliwangi, selanjutnya  Wadan satgas 2 dijabat oleh  

Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Adapun jumlah 

personil yang dilibatkan dalam penanganan  Citarum Harum adalah 

sebanyak  1350 orang yang terbagi ke dalam 23 wilayah sektor 

penugasan dengan luas wilayah kerja sekitar  11,323 KM2.  

Kemudian adanya keterlibatan TNI secara masif dan terstruktur 

dalam program ini diharapkan membawa hasil berbeda dibanding 

program-program sebelumnya yang tidak menunjukan hasil yang 

optimal. 

Salah satu yang menjadi alasan keterlibatan prajurit masuk 

desa agar sejumlah penduduk yang masih ‘bandel’ membuang 

sampah ke sungai, akan segan dan mengurungkan niat mengotori 

Citarum. Selain itu adanya sikap humanis TNI sekaligus menjadi 

penjaga DAS Citarum akan lebih mempermudah pendekatan 

kepada masyarakat. Program Citarum Harum merupakan ide 

Letjen TNI (Purn) Doni Monardo saat menjabat Pangdam III/ 

Siliwangi, yang melihat kerusakan Sungai Citarum yang semakin 

kritis. Bahkan kemudian Pangdam III/Siliwangi mendorong 

pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum.  

2) Peran dan Fungsi. 

Peran TNI dalam Program Citarum Harum sesuai Perpres 

adalah mengendalikan pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran 

Sungai Citarum Harum. Adapun fungsi TNI adalah melakukan 

upaya pemulihan DAS Citarum dari kerusakan sekaligus menjaga 

kelestarian Citarum. Pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum 

sebagai bentuk Operasi Militer Selain Perang melalui konsep 

pendekatan dan pembinaan teritorial  sebagaimana yang telah 

berjalan yaitu dengan melibatkan satuan kewilayahan seperti 

Kodam, Korem, kodim hingga koramil. Kondisi ketahanan wilayah 
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yang tangguh sangat diperlukan untuk  kelangsungan hidup bangsa 

dan negara. Termasuk di dalamnya adalah mencegah terjadinya 

bencana dan menjaga potensi SKA seperti DAS Citarum yang 

menjadi potensi dalam  mendukung ketersediaan air bagi wilayah 

Jawa Barat dan  DKI Jakarta. Diantara upaya untuk mewujudkan 

ketahanan wilayah yang tangguh adalah dengan mengoptimalkan 

Pembinaan Teritorial oleh Satuan Komando Kewilayahan melalui 

kegiatan  pembinaan teritorial secara optimal dapat berpengaruh 

positif terhadap ketahanan wilayah. 

Dalam Doktrin Kartika Eka Paksi disebutkan bahwa TNI AD 

menyelenggarakan fungsi utama yang didukung fungsi organik 

militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis 

militer khusus, fungsi teknis khusus dan fungsi khusus. Pada fungsi 

utama disebutkan ada 2(dua) fungsi yaitu fungsi Pertempuran dan 

fungsi Pembinaan Teritorial. Sedangkan pada fungsi ornganik 

militer salah satunya adalah teritorial. Dengan demikian pembinaan 

teritorial yang dilaksanakan oleh satuan Komando Kewilayahan 

secara legal formal memiliki kekuatan hukum yang mana dalam 

pelaksanaannya tidak terlepas berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah setempat sebagai pembina wilayah dalam mewujudkan 

terciptanya ketahanan wilayah. 

3) Wilayah. 

Pentingnya mewujudkan kelestarian dan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan. daerah aliran sungai citarum dalam 

kaca mata TNI terutama dalam konsep kewilayahan adalah  bagain 

dari Pembinaan Geografi. Adapun luas wilayah yang menjadi 

tanggung jawab TNI dalam program Citarum Harum terbagi dalam 

3 wilayah besar yaitu kawasan hulu, kawasan tengah dan kawasan 

hilir, dan selanjutnya dibagi ke dalam 23 sektor dimana tiap sektor 

dibawah tanggung jawab komandan sektor dengan pangkat 

Kolonel. 
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c.   Komando Pengendalian dan Koordinasi. 

Dalam komando pengendalian dan organisasi  telah ditetapkan 

struktur organisasi Satgas Citarum yang dapat dilihat dari gambar 3.4 

sebagai berikut: 

Gambar 3.4 Struktur Organsasi Satgas Citarum harum28 

 

 

Adapun susunan Organisasi Satgas Citarum  menjadikan Gubernur 

sebagai Dansatgas yang membawahi Wadan Satgas hingga Komandan 

Sektor sebagai pelaksana program Citarum Harum. Sesuai dengan 

Perpres No 15/2018, pasal 5 dan pasal 6  terkait peran TNI,  Panglima 

TNI menjadi pengarah yaitu menetapkan kebijakan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan 

berkelanjutan; dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas 

Satgas, termasuk untuk penyempurnaan bersama dengan unsur 

kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta  swasta.  

Selanjutnya  terkait Koordinasi dalam tubuh TNI sendiri dilakukan 

secara berjenjang sesuai hierarki yaitu berdasarkan saran komandan 

sektor kepada  wadan satgas kemudian dapat dilanjutkan kepada 

panglima TNI selain itu dalam proses pelaksanaan tugasnya dilakukan 

                                                      
28 Paparan Pangdam III/Siliwangi Satgas Citarum Harum 

 

Sumber: Paparan Pangdam III Siliwangi 
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pengawasan oleh inspektorat TNI. Selanjutnya terkait koordinasi dengan 

instansi terkait pada level komandan sektor dapat langsung 

berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten kota  sedangkan 

pada tingkat provinsi koordinasi dilakukan oleh wadan satgas bersama 

dan satgas serta dinas terkait. Selain itu Dansatgas dan Wadan Satgas 

juga dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian lembaga terkait 

untuk memberikan bantuan sesuai fungsi dan perannya. Terkait 

kebutuhan personil Dansatgas Citarum Harum (Gubernur Jawa Barat) 

dapat meminta penambahan atau pengurangan  personel TNI kepada 

Panglima TNI. 

d.   Pencapaian TNI Dalam Program Citarum Harum. 

Program citarum harum yang ditargetkan dapat rampung dalam 7 

tahun sejak periode 2018 hingga  2025 yang artinya menyisakan 3 tahun 

untuk mencapai sasaran yang diharapkan sesuai target perencanaan 

yang telah dibuat. Dalam periode 2018 hingga 2022 atau semenjak 

Perpres diterbitkan hingga saat ini tentu sudah ada ketercapaaian atau 

keberhasilan yang telah dicapai ataupun target yang belum terpenuhi  

sebagai bahan  evaluasi. Berikut capaian yang telah terwujud dalam 

program citarum harum dapat dilihat dari gambar 3.5 dibawah ini. 

Gambar 3.5 Pengelolaan Sumber Daya Air29 

 

                                                      
29 Paparan Pangdam Iii/Siliwangi Satgas Citarum Harum 

Sumber: Paparan Pangdam III Siliwangi 
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Mengacu kepada gambar 3.5 yaitu tahapan Keberhasilan yang telah 

dicapai oleh Satgas Citarum Harum khususnya TNI sebagai pelaksana 

lapangan diantaranya terkait dengan penaganan lahan kritis, dengan luas 

lahan kritis seluas 77.037,36 ha dimana yang sudah tertangani mencapai 

lahan kawasan dalam 11.856 Ha  dan lahan luar kawan yang sudah 

ditangani mencapai 11.019 Ha, adapun yang masih belum tertangani  baik 

seluruh kawasan luar dan dalam seluas 54.161 Ha dimana luas capaian 

ini merupakan akumulasi sejak 2018 hingga 2022 dan sudah memenuhi 

target capaian setiap tahunnya, dimana pada penanganan lahan kritis 

tahun 2022 dalam setiap triwulan menargetkan 25%. Triwulan 1 tercapai 

1,875 Ha, TW II tercapai 3,750 Ha, TW III tercapai 5,625 Ha, TW IV 

tercapai 7500 Ha. 

Kemudian dalam penanganan limbah domestik dan limbah ternak   

telah terbangun 311 unit MCK pada 2022 dimana pada tahun 2019 

terbangun 150  MCK, tahun 2020 terbangun 218 MCK dan 2021 

terbangunn 310 MCK sebagai sanitasi komunal sehingga sudah mencapai 

target dari rencana program yang telah dibuat. Pembangunan MCK 

komunal di inisiasi Oleh Satgas khusunya TNI dengan melibatkan 

Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar. 

Berikutnya pengolahan limbah kotoran binatang sebagai bahan 

pupuk yang dapat dijual  serta memiliki nilai ekonomi. Kemudian 

penanganan limbah industri mencapai 52% hingga periode 2022 dimana 

pabrik telah disidak mencapai  2.288 pabrik, dengan kategori  sudah 

memperbaiki Ipal,  sejumlah 1.286 pabrik, yang belum memperbaiki Ipal 

sejumlah 42 pabrik dan yang masuk dalam proses hukum sebanyak  23 

pabrik. Adapun sidak dilakukan oleh Satgas Citarum Harum yang terdiri 

dari TNI bersama aparat Pemerintah Daerah atau dinas terkait seperti 

Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat. 

e.   Kendala dan Hambatan 

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi pertama,  terkait 

peran Binter TNI terutama dalam pelibatan TNI dalam Citarum Harum  

adalah   adanya penolakan keterlibatan TNI dalam program Lingkungan  
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oleh LSM.  Kedua, kebijakan program Citarum Harum berdasarkan 

Perpres No 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang akan berakhir pada 2025 

atau kurang  lebih 3 tahun lagi. Pemerintah belum menyusun kebijakan 

jangka panjang terkait kelanjutan penanganan Citarum. 

Ketiga, secara operasional hambatan yang dihadapi Satgas 

Citarum adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan DAS Citarum terutama dalam membuang sampah rumah 

tangga dan membuang tinja. Selain itu pengendalian pencemaran air di 

DAS Citarum belum dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan. 

Demikian juga lemahnya fungsi pengawasan terhadap  industri yang 

membuang  limbah ke Sungai Citarum belum didukung dengan SDM dan 

database industri yang memadai.  Keempat,  buruknya koordinasi di 

antara berbagai pihak terkait dengan penanganan Sungai Citarum 

bahkan menurut  Gubernur Jabar buruknya koordinasi menjadi salah 

satu faktor utama belum maksimalnya penanganan Sungai Citarum. 

Seperti persoalan lahan-lahan yang harus difungsikan sebagai kawasan 

lindung kini dikuasai pemodal yang mampu mempengaruhi masyarakat. 

Akibatnya, mereka memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola 

lahan tersebut meski berdampak pada kerusakan lingkungan.30 

Selain itu peran pentahelix belum berjalan optimal, perencanaan 

program belum berjalan sinergis, lemahnya koordinasi dan adanya 

egosekktoral menjadi persoalan utama selain itu pelibatan pentahelix 

belum secara optimal dilaksanakan terutama dalam melibatkan sektor 

perusahaan/bisnis, masyarakat,  dan lembaga pendidikan. 

Kelima, terkait dengan relokasi & rencana alih profesi masyarakat 

di sekitar Situ Cisanti (perambah hutan & warga sekitar bantaran sungai) 

sejak tahun 2018 sebanyak 360 kk sampai saat ini belum terlaksana 

secara optimal. Alih profesi dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, 

namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena butuh keahlian dari 

masing-masing perorangan.  Keenam, terkait ketersediaan anggaran 

                                                      
30 https://mediaindonesia.com/nusantara/210734/penanganan-citarum-harum-kurang-koordinasi 
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yang hanya diberikan 300 M dirasa masih kurang oleh Wadan Satgas 

dihadapkan dengan kebutuhan alat untuk pengerukan sedimentasi dan 

membuang tanah memerlukan anggaran besar selain itu sarana dan 

prasarana pengolahan limbah domestik dan sampah belum memadai. 

14.  Peran dan Partisipasi Masyarakat DAS Citarum Dalam Pembangunan 

yang berwawasan Lingkungan. 

a.  Ekosistem DAS Citarum dan Pembangunan yang Berwawasan 

Lingkungan 

1) Ekosistem DAS Citarum 

Ekosistem DAS Citarum diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 

kawasan Hulu, Tengah dan Hilir yang merupakan satu kesatuan. 

Dimana pada kawasan Hulu merupakan kawasan hutan dan 

menjadi kawasan konservasi serta berfungsi melindungi kawasan 

hilir dari banjir serta erosi. Saat ini kawasan hulu terus dilakukan 

penataan akibat kerusakan yang sangat luas disebabkan oleh 

berbagai aktivitas masyarakat seperti pembukaan lahan  sehingga 

menjadikan kawasan hulu menjadi lahan kritis hingga mencapai  

77.037,36 Ha.  Tingginya kerusakan hutan di kawasan hulu hingga 

menyebabkan terjadinya longsor dan erosi   berdampak kepada 

semakin meluasnya  banjir di wilayah bandung khususnya di 

kecamatan Banjaran dan majalaya selain itu semakin 

meningkatkan endapan/sendimen yang terbawa dari hulu  

Tingginya sedimentasi ini akan dengan cepat mengurangi 

kapasitas waduk dan memperpendek masa pakainyam yang 

berdampak terhadap menurunya kerja PLTA Saguling, Cirata dan 

Jatiluhur yang artinya menjadi ancaman terhadap pemenuhan 

kebutuhan energi listrik Jawa dan Bali. 

Ekosistem Kawasan tengah Citarum merupakan kawasan 

padat penduduk. Terdapat kawasan persawahan serta industri 

hingga PLTA. Permasalahan ekosistem di kawasan tengah adalah 

tingginya limbah domestik serta limbah industri yang mencemari 

Sungai Citarum. Kawasan tengah  merupakan zona pencemaran 
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tinggi terutama di kawasan Kabupaten Bandung, tingginya 

pencemaran ini  menjadi ancaman terhadap ketersediaan air bersih 

untuk Jawa Barat dan Jakarta, selain itu tingginya pencemaran 

meningkatkan resiko tinggi ancaman gangguan kesehatan 

masyarakat termasuk terhadap potensi pangan seperti ikan dan 

sayur-sayuran yang sudah mengandung berbagai zat berbahaya 

bila dikonsumsi. 

 Selanjutnya Ekosistem kawasan hilir berada di sekitar 

kawasan Muara Gembong yang  dihadapkan dengan 

permasalahan banjir serta abrasi dan kerusakan hutan mangrove. 

Selain itu tingginya alih fungsi lahan pertanian  menjadi pemukiman 

kemudian pemukiman berkembang tanpa perencanaan yang baik. 

Akibatnya kawasan hilir sering kali mengalami banjir khusunya di 

wilayah bekasi dan muara gembong akibat menumpuknya sampah 

dan tidak terkelolanya RTRW dengan baik serta sedimentasi yang 

semakin besar menyebabkan kawasan hilir mengalami 

pendangkalan. 

2)  Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Adapun Inti dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan 

adalah menargetkan semua orang di seluruh daerah di Indonesia 

terutama di Jawa Barat dan Jakarta memiliki akses air bersih dan 

sanitasi layak dengan kualitas yang sama (universal) dan harga 

yang terjangkau pada tahun 2030. Diantara permasalahan yang 

ada adalah tingginya pencemaran limbah domestik terutama tinja 

akibat terbatasnya atau kurangnya fasilitas MCK sehingga tinja  

mencemari lingkungan  DAS Citarum. Selain itu belum adanya 

pengelolaan sampah menyebabkan  semakin tercemarnya Citarum 

ditambah kurangnya kesadaran industri dalam membangun Ipal. 

Pembangunan berwawasan lingkungan bagi Citarum Harum perlu 

menerapkan konsep Green Economi. 

b.  Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat DAS Citarum.  

Diperkirakan jumlah masyarakat Jawa Barat yang tinggal di 

kawasan DAS Citarum mencapai 18 juta jiwa. Dimana kondisi sosial 
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ekonomi terdistribusi secara umum. Masyarakat kawasan hulu umumnya 

berprofesi sebagai petani dan peternak. Pada kawasan tengah 

umumnya merupakan pekerja industri, baik indutri perumahan maupun 

pabrik, dan ada juga kelompok masyarakat yang bertani. Selanjutnya di 

kawasan hilir secara umum berprofesi sebagai nelayan karena umumnya 

tinggal di dekat pantai atau hilir dari Sungai Citarum. 

Secara umum indeks pendidikan  masyarakat  Jawa Barat berada 

pada posisi ke 6 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 

dengan indeks pendidikan 63,73. Bandung sebagai kawasan hulu dan 

tengah  Citarum indeks pendidikannya  65,51,  Bandung Barat yang 

menjadi zona tengah indeks pendidikan masyarakatnya 60,33. 

Kabupaten Subang  60,67, Kabupaten Karawang 59,54 dan Kabupaten 

Bekasi atau wilayah hilir DAS Citarum dengan indeks pendidikan 67,39.31 

Adapun rata-rata lama pendidikan di Jabar 8,23, Bandung  dengan rata-

rata lama pendidikannya 8,82,  Bandung Barat 7,83. Kabupaten Subang  

6,54, Kabupaten Karawang 6,97 dan Kabupaten Bekasi atau wilayah hilir 

DAS Citarum 8,82.32 

Adapun kondsi kesehatan DAS Citarum masih rendah. 

Berdasarkan hasil kajian terkait persoalan kesehatan masyarakat  sekitar 

DAS Citarum, ditemukan data bahwa akibat mengkonsumsi air sungai 

yang tidak tepat sebagai ekses dari pola perilaku yang buruk. Resiko 

menderita penyakit bawaan tertinggi ada di Ciserung dengan nilai 

sebesar 276 untuk penyakit kulit, dan 14,636 untuk diare. Katapang dan 

Nanjung, nilai penyakit kulit 0,866 dan 0,479 dan diare sebesar 1,178 

dan 2,029. Andir dan Cijeruk, untuk penyakit kulit 26,833 dan 1,568 serta 

diare sebesar 5,664 dan 1,178.  Adapun indeks kesehatan masyarakat 

Jawa Barat tahun 2021 mencapai 81,89, dengan sebaran indeks 

kesehatan  Bandung 82,65, Bandung Barat 80,80, Purwakarta 78,74, 

Karawang 80,51, Kab Bekasi 82,78.  Selanjutnya  ciri dan karakter 

masyarakat DAS Citarum memiliki kesadaran yang rendah dalam 

menjaga kelestarian dan kebersihan  sungai. Hal tersebut terlihat dari 

                                                      
31 https://jabar.bps.go.id/indicator/26/121/1/indeks-pendidikan.html 
32 https://jabar.bps.go.id/indicator/40/189/1/-komponen-ipg-rata---rata-lama-sekolah.html 
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kebiasaan masyarakat yang membuang sampah domestik atau keluarga 

hingga tinja ke sungai termasuk  kotoran peternakan yang tidak 

dimanfaatkan secara ekonomis. 

c.   Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem DAS Citarum. 

Kunci keberhasilan Program Citarum Harum hingga kelestarian 

DAS Citarum termasuk ekosistemnya adalah adanya peran aktif dan 

kesadaran dari seluruh elemen masyarakat yang menjadi bagian dari 

ekosistem tersebut dengan  menjaga kelestarian lingkungan DAS 

Citarum. Oleh sebab itu dalam mewujudkan kelestarian dan 

keberlanjutan DAS Citarum diperlukan partisipasi semua elemen dari 

Hulu hingga ke hilir. Masyarakat di hulu misalnya, tidak menebang pohon 

atau alih fungsi hutan, masyarakat tidak membuang sampah domestik 

hingga tinja ke sungai, membuat MCK dan Septik Tank. Selanjutnya 

peternak  tidak membuang limbah kotoran binatang ke sungai akan tetapi 

mengolahnya menjadi kompos atau pupuk. Selanjutnya pembudidayaan 

ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) tidak menaburkan makanan ikan 

yang berlebihan yang menjadi endapan dan sumber pencemaran.  

Berikutnya sektor industri berpartisipasi dengan tidak membuang 

limbah ke sungai atau DAS akan tetapi membuat tempat pengolahan 

limbah berupa IPAL serta banyak lagi partisipasi masyarakat dalam 

menjaga kelestarian DAS Citarum. Sebab bila kelestarian dan 

keberlanjutan DAS Citarum tidak terjaga maka semua masyarakat akan 

dirugikan terutama nelayan dengan menurunnya dan rusaknya 

ketersediaan ikan sehingga menggangu mata pencaharian sebagai 

nelayan. 

 Rendahnya kesadaran dan kurangnya partisipasi masyarakat 

justru menjadi masalah utama dalam mewujudkan kelestarian Citarum. 

Selanjutnya terkait kesadaran  pengusaha juga sangat rendah terutama 

dalam mengolah limbah meskipun ketersediaan anggaran dan sarana 

serta lahan tentu saja ada dan wajib dimiliki. Akan tetapi kesadaran 

pengusaha sebagai bagian dari masyarakat juga masih rendah. 

Kesadaran peternak yang seringkali membuang kotoran hewan tentu 

berkontribusi dalam pencemaran  lingkungan. 
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Tabel 3.6: Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi  
Program Citarum Harum33 

 

Mengacu pada tabel 3.6. Berdasarkan hasil penelitian sampai pada 

tahun  2019 jika memperhatikan sebaran capaian tingkat partisipasi 

masyarakat tersebut, diketahui  bahwa persentase terbesar responden 

untuk keseluruhan tahapan partisipasi memang berada pada kategori 

rendah dan sangat rendah  (lihat Tabel 3.6). Namun demikian, terdapat 

hal yang menarik bahwa pada tahap informasi dan pengambilan 

keputusan bersama terdapat persentase yang cukup besar untuk 

responden yang berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu 

32,2% untuk tahap pemberian informasi dan 38,9% untuk tahap 

pengambilan keputusan bersama. 

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa  

kesadaran atau peran masyarakat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan masih rendah.  Kondisi ini terlihat dari rendahnya partisipasi 

atau keterlibatan masyarakat dalam berperilaku pada DAS Sungai 

Citarum. Adapun penyebab besarnya volume limbah ternak di DAS 

Citarum karena secara umum peternak yang ada di kawasan tersebut 

merupakan para peternak sebagai pekerjaan artinya merupakan bagian 

dari usaha peternakan berorientasi bisnis  dari kawasan hulu sampai 

                                                      
33 Muthya Diana, Pius Suratman Kartasasmita, Modal Sosial, Persepsi Tentang Keterlibatan Militer Dan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum CR Journal | Vol. 05 No. 02 Desember 
2019 
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kawasan tengah, dari mulai peternak Sapi Perah, peternak Kambing, 

peternak Ayam, peternak Babi hingga pembudidaya Ikan Keramba 

Apung. 

15. Korelasi Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan yang 

Berwawasan Lingkungan. 

a. Perilaku dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Berwawasan Lingkungan.  

Salah satu persoalan paling krusial dalam mewujudkan kelestarian 

Citarum adalah buruknya  perilaku dan pemahaman masyarakat 

terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dimana hal 

tersebut merupakan strategi dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan terutama di DAS Citarum yang memiliki potensi sebagai  

penyedia sumber air terbesar di Jawa Barat. Selain sebagai sumber air 

sekaligus sumber energi pembangkit listrik dan berbagai potensi lainnya 

yang memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. 

Sayangnya perilaku dan pemahaman  masyarakat terhadap 

pembangunan berwawasan lingkungan sangat rendah sehingga akan 

menghambat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal 

tersebut dapat terlihat dari adanya deforestasi kawasan hutan di 

kawasan hulu Citarum yang  pada tahun 2000 mencapai 27.966 hektare. 

Hal tersebut dikarenakan hutan dikawasan hulu Citarum telah  dirambah 

oleh 339 KK untuk dijadikan lahan perkebunan.   

Belum lagi  sektor peternakan, pertanian hingga industri yang tidak 

memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak  terhadap kerusakan 

lingkungan dan berkurangnya daerah konservasi lahan. Buruknya  

perilaku masyarakat adalah dengan menjadikan Citarum seperti tempat 

sampah raksasa selain itu adanya alih fungsi lahan dengan melakukan 

pembangunan  perumahan dan kawasan industri tanpa memperhatikan 

dampak yang ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan 

b. Kondisi Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat. 

Pemanfaatan lingkungan terutama DAS Citarum telah lama 

dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga 
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banyak masyarakat yang kehidupan ekonominya bergantung terhadap  

sungai Citarum. Pemanfaatan yang dimaksud seperti pemanfaatan 

kawasan hutan,  sektor pertanian, peternakan  hingga usaha keramba 

ikan. Sayangnya  pemanfaatan ini tidak berjalan beriringan dengan 

upaya menjaga kelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.  

Artinya upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat hanya berjalan 

sementara dan secara sporadis tanpa berorientasi ke depan atau 

berkelanjutan yang kemudian menimbulkan berbagai dampak  berupa 

kerusakan lingkungan DAS Citarum. Oleh karena itu pemerintah merasa 

perlu untuk merubah berbagai profesi masyarakat  dengan tepat agar 

tidak berimplikasi lebih besar terhadap kelestarian lingkungan DAS 

Citarum.  

Berdasarkan data yang ada, pemerintah harus mendorong alih 

profesi 2.403 perambah hutan di hulu Sungai Citarum, alih profesi 10.884 

pekerja KJA dan 2.305 nelayan muara gembong menjadi peternak 

unggas dan kambing. Permasalahannya apakah masyarakat mampu 

melakukan alih profesi  yang tentu tidak mudah. Selain merubah 

kebiasaan, juga membutuhkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga  

pemerintah perlu mencari solusi dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan Citarum agar tidak 

lagi kembali ke profesinya semula. 

Kerusakan lingkungan khususnya Sungai Citarum akan 

berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat ke depan. Implikasi tersebut 

diantaranya adanya ancaman kerusakan dan penurunan debit air  DAS 

Citarum yang akan berpengaruh terhadap Kinerja PLTA Jatiluhur, PLTA 

Saguling dan PLTA Cirata sehingga pasokan listrik akan menurun. 

Selanjutnya ketersediaan sumber air minum bagi masyarakat Jawa Barat 

dan Jakarta  tentu akan semakin menurun kualitasnya.  

Sehingga pencemaran berat yang terjadi tentu akan mencemari 

dan merusak ekosistem Citarum dengan tercemarnya ikan oleh limbah 

sehingga tidak layak konsumsi atau bahkan menimbulkan kematian  

ikan-ikan  di Citarum, meningkatnya ancaman kesehatan di masyarakat.  

Bahkan petani akan menghadapi kekurangan pasokan air karena 
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menurunya debit hingga kerusakan tanaman akibat pencemaran berat. 

Selanjutnya Kerusakan kawasan Citarum akan meningkatkan potensi 

bencana hidrologi seperti banjir, erosi, longsor dan lebih jauh akan 

menimbulkan kerusakan ekosistem Laut. 

Program Citarum Harum sebagai upaya mengembalikan  fungsi 

dan manfaat  dari DAS  Citarum melalui upaya rehabilitasi lingkungan  

akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, pengendalian 

kerusakan kawasan hulu  tentu akan berkontribusi terhadap upaya 

mencegah dan meminimalisir banjir  di kawasan tengah dan Hilir, 

terutama di Bandung. Selain itu ketersediaan kualitas air yang baik akan 

mampu mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat 

Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ketersediaan debit air yang cukup dengan 

kualitas yang baik tentu akan berkontribusi bagi operasional PLTA 

Jatiluhur, Saguling dan Cirata dalam menyediakan energi listri bagi Jawa 

dan Bali. Bahkan ketersediaan atau debit air yang cukup tentu akan 

mendukung sektor pertanian terutama sawah. Dengan terjaganya 

lingkungan citarum tentu kualitas Ikan-ikan akan jauh lebih baik bagi 

pemenuhan gizi masyarakat  termasuk menjadi sarana wisata dan 

olahraga  bagi masyarakat atau sektor pariwisata yang akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

16. Upaya TNI untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan 

Adapun kondisi DAS Citarum saat ini  terutama dengan  pelibatan TNI, 

berdasarkan perkembangan yang ada sejak 2018 sampai dengan 2022 

berbagai capaian telah memberikan perubahan signifikan semenjak tahun 

2018 hingga 2022  diantaranya 2.288 pabrik telah disidak dengan rincian 1286 

pabrik telah memperbaiki Ipal, 42 pabrik belum memperbaiki Ipal dan 23 

Pabrik menjalani proses hukum. Kemudian penaganan lahan kritis telah 

mencapai 55% hingga tahun 2022 dengan jumlah bibit pohon yang ditanam 

mencapai 3.239.471 pohon, kemudian hingga tahun 2022 telah terbangun 311 

MCK Komunal, selanjutnya air sungai tidak lagi berwarna hijau setelah dibuat 

kolam resapan & Ipal   serta peternak mulai memanfaatkan IPAL dan  kolam 
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resapan untuk pembuangan  kotoran ternaknya. Bahkan Berdasarkan 

evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat dan PPK DAS Citarum, 

momentum tahun keempat Perpres 15/2018 Program Citarum Harum saat ini 

telah mengubah kondisi Sungai Citarum mencapai level cemar ringan dengan 

target pada 2025 mendatang diharapkan mencapai mutu air kelas II dengan 

Indeks Kualitas Air (IKA) 60 poin.34 

a. Analisis SWOT Pelibatan TNI  

Untuk mengetahui dan membahas  terkait pelibatan TNI dalam 

program Citarum Harum  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka 

akan dianalisis  dengan menggunakan pendekatan SWOT  berdasarkan  

berbagai uraian yang telah sampaikan di  atas. Metode SWOT 

merupakan metode yang dikembangkan oleh Albert Humphrey untuk 

menelaah empat aspek yang berpengaruh terhadap perencanaan suatu 

proyek, yakni kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat). Analisis  SWOT sangat relevan 

untuk pelibatan TNI dalam program citarum harum mengingat selalu 

gagalnya program pengelolaan dan perbaikan DAS Citarum sehingga 

perlu untuk mempertimbangkan ancaman dan kelemahan disamping 

menggunakan modalitas yang ada. Dengan demikian, pelibatan TNI 

dalam program citarum harum untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan dibahas dengan melihat pada empat aspek.  Berikut 

pembagian empat aspek SWOT disertai pembobotannya. 

Pertama, kekuatan (strength). Diantara kekuatan (strength) yang 

dimiliki dalam pelibatan TNI adalah adanya payung hukum yang tertuang 

dalam UU RI No 34/2004 tentang TNI dalam pasal 7  ayat 2 b dimana 

TNI memiliki tugas pokok selain operasi milter perang (OMP) juga 

memiliki tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP) yaitu 

membantu tugas pemerintahan di daerah; serta membantu 

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan. Didasari oleh  tugas pokok TNI tersebut terutama 

                                                      
34 https://www.republika.co.id/berita/r8vpdb384/pencemaran-citarum-turun-ke-level-
ringan 
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sebagai wujud nyata dari OMSP dalam membantu pemerintah daerah 

menanggulangi permasalahan yang ada  sekaligus  sebagai bentuk 

penanganan penanggulagan bencana dalam hal ini bencana lingkungan 

berupa pencemaran berat di Kawasan sungai Citarum. 

Dalam implementasinya pelibatan TNI dalam citarum harum  untuk 

membangun kesadaran masyarakat dilakukan sebagai upaya 

pembinaan teritorial atau fungsi pembinaan teritorial serta disertai 

dengan komunikasi sosial sehingga keberadaan TNI dapat diterima oleh 

masyarakat bahkan didukung untuk bersama-sama mengatasi 

permasalahan sungai citarum. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Doktrin Kartika Eka Paksi. Disebutkan bahwa fungsi-fungsi TNI-AD 

khususnya didalam fungsi organik militer mencantumkan fungsi teritorial 

sebagai salah satu fungsi organik, sehingga akan mudah berkomunikasi 

dan bersosialisasi dengan masyarakat. 

Berikutnya kekuatan TNI lainnya adalah kesiapannya digerakan 

kapan saja  dalam jumlah besar dan berada dalam satu komando serta 

dalam waktu yang cepat serta memiliki kesiapan terhadap berbagai 

kondisi dan tantangan yang dihadapi hal ini penting dihadapkan dengan 

persoalan yang dihadapi oleh sungai citarum dengan berbagai persoalan 

dan tantangan hingga hambatan tentu tidak akan mudah diselesaikan 

akan tetapi dengan kultur TNI yang pantang menyerah dan patuh 

terhadap komando atau perintah pimpinan sehingga tidak ada persoalan 

yang berat selama tugas dapat diselesaikan. Hal tersebut menjadi modal 

dasar dalam pelibatan TNI dalam program Citarum harum sekaligus 

menempatkan personil TNI ke dalam 23 sektor atau wilayah penugasan 

sehingga semakin memberi tanggung jawab besar untuk membersihkan 

citarum dan menjaga keberlanjutannya dengan mendorong kesadaran 

dan keterlibatan masyarakat. 

Faktor kekuatan lainnya dalam pelibatan TNI  adalah Satgas TNI, 

sebagai salah satu stakeholders program Citarum Harum yang konsisten 

menjalankan tupoksinya dalam menanggulangi permasalahan 

kerusakan lingkungan  Citarum meskipun seringkali mengalami 

keterlambatan dalam faktor anggaran termasuk uang saku bagi prajurit 
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yang  melaksanakan satgas  namun hal tersebut  tidak menurunkan 

semangat dan moril serta etos prajurit TNI di lapangan. Sebab 

ketidakberhasilan penanganan selama ini disebabkan tidak 

konsistennya para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam 

menangani permasalahan yang terjadi. 

Selanjutnya  adalah riwayat  keberhasilan TNI dalam mengatasi 

persoalan lingkungan ataupun tugas OMSP jauh sebelum citarum harum 

seperti keterlibatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi 

program presiden Jokowi, dengan mendorong keterlibatan Babinsa 

sebagai penyuluh pertanian dan berhasil mewujudkan swasembada 

pangan khusunya beras.   

Begitu juga keterlibatan TNI secara all out dalam penanganan 

Covid-19 yang menjadikan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet  sebagai 

tempat isolasi.  Kemudian keterlibatan TNI dalam penanganan 

kebakaran hutan, pelibatan TNI tidak saja dalam memadamkan 

kebakaran hutan akan tetapi juga membuat parit-parit sebagai saluran 

air dan melokalisasi kebakaran hutan serta melakukan patroli guna 

mencegah kebakaran hutan baik di Sumatera maupun Kalimantan hal ini 

berhasil menekan jumlah atau tingkat kebakaran hutan serta 

mempercepat penanganan kebakaran hutan di sumatera dan 

Kalimantan. 

Satgas TNI dalam Program Citarum Harum sampai 2022 telah 

membawa banyak perubahan yang signifikan terhadap kondisi DAS 

Citarum termasuk keberhasilan pencapaian dari seluruh program seperti 

penaganan limbah domestik, penanganan limbah industri, penanganan 

lahan kritis, pengelolaan sumber daya air dan yang utama adalah 

keberhasilan mengubah kondisi air  DAS Citarum dari kondisi cemar 

berat menjadi cemar ringan pada 2021.35 

Kedua, kelemahan (Weaknesses). Adapun yang menjadi  

kelemahan yang paling utama yaitu keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilann TNI berkaitan dengan kelestarian lingkungan atau 

                                                      
35 https://jabarekspres.com/berita/2022/03/15/sepanjang-2019-2021-satgas-citarum-harum-juara-berhasil-
capai-target/ 
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program lainnya sehingga membutuhkan koordinasi serta dukungan dari 

stakeholder lain seperti dalam penanganan lahan kritis, pengadaan bibit, 

hingga pemilihan jenis pohon atau proyek lainnya seperti pembangunan 

alat pengolah sampah serta berbagai program pelatihan bagi 

masyarakat. Sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor baik dari 

kementerian/lembaga atau pihak swasta yang berkompeten di 

bidangnya. 

Berikutnya Satgas TNI seringkali terkesan mengerjakan tupoksi 

lembaga lain, ditengah berbagai upaya TNI dalam mendukung program 

pemerintah serta membantu masyarakat masih adanya tanggapan 

miring tentang keterlibatan TNI yang  bukan pada bidangnya meskipun 

dalam faktanya  berbagai hasil evaluasi menunjukan keberhasilan  

seperti mewujudkan kedaulatan dan ketahanan  pangan serta 

mewujudkan citarum harum yang sebelumnya berbagai program telah 

dilaksanakan tanpa pelibatan TNI secara optimal  dan hasilnya jauh dari 

kata memuaskan, pelibatan TNI tentu tidak serta merta tanpa 

pembekalan dan pelatihan  serta arahan akan program yang akan 

dilaksanakan. 

Kemudian   adanya ketidak pastian kebijakan   terkait pelibatan TNI 

setelah tahun 2025 yang menjadi tahun terakhir program citarum harum 

serta berakhirnya Perpres No 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, menimbulkan kekhawatiran 

akan keberlanjutan program  citarum harum terutama dalam menjaga  

hasil pencapaian yang telah diraih melalui kerja keras semua  pihak 

khususnya TNI, jangan sampai kondisi citarum yang telah masuk dalam 

kondisi tercemar ringan  kembali menjadi tercemar berat 

Ketiga, peluang (Opportunities),  ditengah upaya pemerintah 

mewujudkan program SDGs sebagai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sekaligus menerapkan 

konsep ekonomi hijau atau Green Economics dalam mendukung 

pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan.  Ditengah 

kebutuhan energi yang terus meningkat dan kebutuhan akan 

ketersediaan sumber air bersih maka pemerintah merasa perlu 



51 
 

 
 

menjadikan penanganan sungai Citarum sebagai proyek strategis oleh 

sebab itu pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Perpres No 15 

tahun 2018 tentang percepatan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Sebagai payung hukum dalam  

mengatasi persoalan  Sungai Citarum melalui pelibatan TNI. 

Berikutnya  peluang yang dimiliki TNI dalam mewujudkan program 

citarum harum adalah adanya kedekatan TNI dan Masyarakat sehingga 

memudahkan kinerja dan pencapaian program yang dilaksanakan  

sebab sangat penting adanya dukungan masyarakat dalam mewujudkan 

program pengendalian pencemaran di Citarum. Sebab tujuan akhir dari 

pelibatan TNI sendiri adalah mendorong kesadaran dan keterlibatan 

serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan 

kelestarian  ekosistem Citarum. Sebab bila menengok ke belakang 

berbagai kegagalan program citarum adalah kurangnya pelibatan dan 

pemberdayaan serta  kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestaraian dan keberlanjutan DAS Citarum sebagai sumber kehidupan. 

Penetapan Sungai Citarum sebagai sungai strategis dan masuk 

dalam proyek startegis menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan 

Sungai Citarum sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional  artinya 

pengelolaanya menjadi taggung jawab  dan dibawah kendali pemerintah 

pusat hal ini tentu sangat penting sebab pemerintah pusat akan 

memberikan perhatian serta prioritas lebih dalam pemulihan  ekosistem 

Citarum yang mengalami pencemaran berat sehingga diharapkan 

pemulihan dapat dilaksanakan lebih cepat terutama dengan adanya 

ketersediaan dukungan anggaran serta pelibatan seluruh stakeholders 

terkait yang akan memberikan perhatian lebih.  

Dalam mewujudkan program citarum harum tentu harus 

dilaksanakan secara terintegrasi tidak dapat dilakukan parsial oleh sebab 

itu program ini membutuhkan dukungan banyak pihak terutama 

pemerintah pusat melalui berbagai jajaran kementeriannya serta 

pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan wilayah terutama 

melalui keterlibatan. dinas-dinas terkait sehingga mampu 

mengoptimalkan program Citarum Harum. 
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Adanya reward dan pengakuan keberhasilan akan keterlibatan TNI 

dalam mewujudkan pemulihan Sungai Citarum baik dari Gubernur Jawa 

Barat, politisi hingga organisasi asing dan pemerintahan negara asing 

tentu sangat penting terutama dalam mengcounter pemikiran pihak-

pihak yang tidak sejalan akan pelibatan TNI dalam pemulihan DAS 

Citarum sekaligus menjadi energi positif bagi anggota tNI yang bekerja 

keras mewujudkan program Citarum Harum. 

Keempat, ancaman (Threats). Adapun ancaman yang dihadapi  

terkait  pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum yaitu masih adanya 

penolakan dan sikap tidak mendukung  dari masyarakat   ditunjukan 

dengan kurangnya keterlibatan masyarakat baik perorangan ataupun 

kelompok dalam mendukung Program Citarum Harum di beberapa 

sektor, bahkan berbagai upaya yang dilakukan satgas tidak jarang 

mendapat penolakan dan perlawanan secara tidak langsung.  Sebagai 

contoh dalam  kegiatan  penanganan lahan kritis, terutama di lahan yg 

sudah  digunakan untuk kebun sayur mayur dengan  mencabut pohon 

yang sudah ditanam oleh satgas. 

Terkait dengan kebijakan pada Program Citarum Harum, 

berdasarkan Perpres No 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang akan 

berakhir pada 2025 atau kurang  lebih 3 tahun lagi. Lebih lanjut TNI 

masih melihat  adanya Pemanfaatan DAS Citarum yang belum 

berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Berikutnya terkait pelibatan TNI dalam pemulihan  ekosistem 

Citarum masih dihadapkan adanya protes dan kritik keras dari kelompok 

LSM yang menolak pelibatan TNI yang dianggap sudah keluar dari 

tupoksinya bahkan diangap sebagai bentuk Dwi Fungsi TNI. Selain itu 

masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran serta partisipasi  

masyarakat dan pemilik industri atau pelaku usaha  dalam mewujudkan 

program citarum harum terutama dalam membuang sampah dan 

membangun sarana pengolahan limbah (IPAL), hal ini masih terjadi, 

meskipun sudah diperingatkan bahkan dilakukan penindakan hukum, 

namun masih ada pabrik atau industri besar yang membuang limbah 
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pada malam hari agar tidak diketahui oleh Satgas. Begitu juga dengan 

masyarakat, masih adanya masyarakat yang membuang limbah 

domestik ke aliran DAS Citarum, hal ini menunjukan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat. 

Kemudian  masih tingginya masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya terhadap DAS citarum atau sebagai sumber penghidupannya 

terutama berkaitan dengan profesi masyarakat seperti para pembuka 

lahan di kawasan hulu kemudian para peternak dan pekerjanya, para 

pengusaha keramba apung dan pekerjanya, selain itu tantangan yang 

dihadapi adalah elum terlaksananya kerjasama dan koordinasi yang 

sinergi antara pemangku kepentingan sehingga pengelolaan DAS 

Citarum belum dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu masih adanya 

sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI terkait kawasan hutan  

Penetapan bobot: 

Bobot ditetapkan 0 sd 4.  

0 : tidak penting; 1: kurang penting; 2: cukup penting; 3: penting; 4: sangat penting 

Total bobot untuk setiap komponen = 10 

Penetapan rating (tingkat keterpengaruhan) diberikan angka 1 sd 5  

1: tidak berpengaruh 

2: kurang berpengaruh 

3: cukup berpengaruh 

4: berpengaruh 

5: sangat berpengaruh 

GAMBAR 3.7 TABEL ANALISIS SWOT 

STRENGTH 

No Pernyataan Bobot Rating Nilai Akhir 

1 UU TNI khususnya tentang OMSP 4 5 20 

2 Doktrin KEP tentang teritorial 2 5 10 

3 Kesatuan Kodal yang efektif 0.5 4 2 

4 Kekuatan mudah digerakkan 0.5 4 2 

5 Soliditas TNI 1.5 4 6 

6 
Kemampuan TNI dalam menjalankan fungsi 
Binter 0.5 3 1.5 

7 Disiplin 0.5 4 2 

8 Ketersediaan Sarpras 0.5 3 1.5 

 JUMLAH 10  45 
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WEAKNESS 

No Pernyataan Bobot Rating 
Nilai 
Akhir 

1 Anggaran 4 3 12 

2 Keterbatasan jumlah personel 1 5 5 

3 Keterbatasan pengetahuan terkait tentang ekosistem 1.5 3 4.5 

4 
Ketergantungan komando bawah terhadap komando 
atas 2 4 8 

5 
Tidak fokus terhadap tugas satgas karena tugas rutin 
tiap hari 0.5 3 1.5 

6 Kurang pemahaman terhadap kearifan lokal 0.5 2 1 

7 
Keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya 
pembangunan yang berkelanjutan 0.5 4 2 

 JUMLAH 10  34 

 
 

OPPORTUNITY 

No Pernyataan Bobot Rating Nilai Akhir 

1 Perpres tentang proyek strategis nasional 4 5 20 

2 Menjadi perhatian dunia 0.5 2 1 

3 Dukungan pemerintah pusat dan daerah 2.5 4 10 

4 Dukungan dana dari pemerintah pusat 1.5 4 6 

5 Dukungan dari LSM pegiat lingkungan 0.5 3 1.5 

6 Keterlibatan akademisi 1 4 4 

 JUMLAH 10  42.5 

 

THREAT 

No Pernyataan Bobot Rating 
Nilai 
Akhir 

1 Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat 2 5 10 

2 Lemahnya penegakkan hukum disekitar DAS 4 4 16 

3 
Lemahnya sinergitas pusat dan daerah, daerah dengan 
daerah, serta antar lembaga 1 2 2 

4 Ego sektoral (Masyarakat dan pemerintah daerah) 1 3 3 

5 Alih fungsi lahan DAS Citarum 1 4 4 

6 Resistensi masyarakat terhadap binter TNI 0.5 3 1.5 

7 Luas wilayah DAS Citarum 0.5 5 2.5 

 JUMLAH 10  39 

 
 

Strength – weakness 
(x) 11 

Opportunity – threat (y) 3.5 
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GAMBAR 3.8  DIAGRAM   HASIL ANALISIS SWOT 

 

Berdasarkan hasil  gambaran Kuadran Strategi di atas maka 

strategi yang digunakan adalah strategi Ofensif yaitu mengoptimalkan  

peluang yang ada melalui kekuatan yang dimiliki  sehingga dapat 

memanfaatkan peluang secara optimal. Strategi yang harus diterapkan 

dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan  yang agresif. 

Adanya permasalahan yang timbul dari hasil analisa SWOT maka 

diperlukan Strategi. Berdasarkan  hasil analisis SWOT terkait dengan 

belum adanya kebijakan dan rencana jangka panjang yang berkelanjutan 

dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian Program Citarum Harum, 

maka diperlukan Strategi sebagai berikut; Strategi pertama 

mewujudkan kebijakan pemerintah dan penataan kelembagaan yang 

mendukung keberlanjutan program Citarum Harum terutama dalam 

memulihkan kondisi lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan 

DAS Citarum. 

Kemudian Berdasarkan hasil analisa SWOT terkait  masih 

rendahnya pemahaman, kesadaran dan perilaku  serta pemberdayaan 

masyarakat dalam menjaga keberlanjutan serta kelestarian lingkungan 
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DAS Citarum  maka  Strategi kedua pemerintah melalui pelibatan TNI  

(Peran Binter) melakukan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola 

tindak masyarakat sehingga mampu mewujudkan pemahaman dan  

kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kelestarian DAS Citarum.  

Berikutnya hasil analisa SWOT tentang mewujudkan sinergitas dan  

keselarasasn  dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam 

mewujudkan Program Citarum Harum. Maka perlu diambil langkah  

Strategi ketiga yaitu mewujudkan sinergitas dan  keselarasan  dan 

koordinasi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Program 

Citarum Harum. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisa SWOT berkaitan dengan 

peningkatan  kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat  

yang terdampak Program Citarum Harum maka Strategi keempat yaitu 

meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat  

yang terdampak Program Citarum Harum. 

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembinaan Teritorial TNI,  

(Konsep Pentahelix). 

TNI memiliki tugas untuk mendorong, membangun dan 

mewujudkan ketahanan wilayah sebagai bagian dari peran pembinaan 

teritorial TNI kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan serta  memelihara keeratan hubungan sekaligus 

memberikan pemahaman  bagi masyarakat untuk berpartisipasi di 

bidang lingkungan DAS Citarum, sebagai bentuk kegiatan dalam 

mengatasi bencana kerusakan lingkungan.  

Selanjutnya Penanganan DAS Citarum menjadi kerja bersama 

semua pihak dihadapkan dengan kompleksitasnya permasalahan yang 

ada.  Berdasarkan Perpres No 15 tahun 2018 yang melibatkan semua 

pihak baik kementerian dan lembaga sekaligus  memerlukan dukungan 

pentahelix melalui keterlibatan  elemen academics, government, 

business, community, and media (AGBCM). 

Perbaikan Daerah Aliran Sungai Citarum melalui Program Citarum 

Harum yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran militer yang 

dominan, membutuhkan adanya partisipasi semua pihak.  Konsep 
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pemberdayaan masyarakat dalam arti luas tentu semua pihak yang 

keterlibatannya sangat diperlukan dalam mewujudkan perbaikan DAS 

Citarum yang bersama-sama dengan upaya pembinaan teritorial  yang 

telah dan terus berjalan oleh TNI AD sebagai bagian dari pemerintah. 

Pelaksanaan program citarum harum yang telah berjalan selama 4 

tahun sejak 2018 sampai 2022 masih menyisakan waktu 3 tahun 

sebagaimana target waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  

Berbagai capaian keberhasilan yang telah diraih tentu harus dijaga dan 

terus ditingkatkan bahkan meskipun Program Citarum Harum telah 

berakhir pada 2025 akan tetapi upaya menjaga kelestarian lingkungan 

DAS Citarum harus terus berjalan dan berkelanjutan.  

Pemberdayaan dan pelibatan serta kesadaran masyarakat menjadi 

kunci keberhasilan program citarum harum yang telah berjalan selama 

empat tahun.  Berbagai upaya satgas khususnya TNI dalam 

mengembalikan kondisi dan potret citarum melalui berbagai upaya terus 

dilakukan secara optimal akan tetapi yang menjadi sasaran utama 

adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat dan membangun 

kesadaran serta menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap DAS 

Citarum baik masyarakat umum maupun masyarakat Industri. 

Akar persoalan DAS  Citarum bersumber pada masyarakat 

setempat, sehingga penanganan DAS Citarum yang paling tepat dan 

efektif adalah  harus adanya keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu 

prinsip tata kelola  yang diimplementasikan sudah seharusnya 

berdasarkan kepada  prinsip TRIBINA, yaitu:   Bina Manusia, Bina 

Ekonomi, dan Bina Lingkungan. Bina Manusia dilakukan melalui pranata 

sosial yang hidup di masyarakat untuk mengatasi masalah sikap, moral, 

kesadaran dan tingkat pengetahuan penduduk yang rendah. Bina 

Ekonomi dilakukan melalui pranata ekonomi yang ada untuk mengatasi 

permasalahan terkait dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan 

penduduk yang rendah. Bina Lingkungan yang merupakan respon 

masyarakat yang mampu urun rembuk mengatasi masalah-masalah 

lingkungan yang telah terlanjur terjadi, mencegah timbulnya 
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permasalahan lingkungan yang baru dan menjaga lingkungan agar tetap 

lestari. 

Sehebat apapun hasil capaian satgas TNI terhadap program 

Citarum harum  akan sia-sia dan percuma apabila tidak diserta  

partisispasi dan kesadaran masyarakat  sebagai bagian dari ekosistem  

DAS Citarum. Sebab selama ini perhatian dan keterlibatan serta 

keaktifan  bahkan kepedulian masyarakat sangat rendah. Salah satu 

upaya TNI dalam mewujudkan Citarum Harum   adalah melalui upaya 

membangun kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan terhadap DAS Citarum.  

Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan 

pentahelix agar selalu bersinergi  terutama faktor pemerintah dari tingkat 

desa, kecamatan hingga provinsi  dan pemerintahan pusat. Berdasarkan 

hal tersebut, perlu dibangun rancangan model kebijakan lingkungan 

yang holistik dan komprehensif serta berkelanjutan  bagi upaya 

normalisasi Sungai Citarum  secara berkesinambungan. Sinergitas 

Pentahelix dalam mengembalikan kondisi dan fungsi serta ekosistem 

DAS  Citarum agar kembali menjadi sumber kehidupan. Adapun sinergi 

pentahelix  merupakan sinergitas kolaborasi Academician, Business, 

Community, Government, Media. Kelima unsur tersebut harus kompak, 

saling support, untuk mewujudkan Citarum Harum. Konsep pentahelix 

diiharapkan mampu mengurangi kebiasaan  masyarakat untuk tidak 

terlalu bergantung pada pemerintah terutama dalam menghadapi 

persoalan di sekitar mereka. Oleh karenanya diperlukan sinergitas dan 

keselarasan  melalui pembagian tanggung jawab serta  tugas yang 

kolaboratif  serta dituangkan dalam roadmaps dari program Citarum 

harum yang memuat juga pemetaan tugas dan target kerja masing-

masing elemen.   Berikutnya dari keempat strategi yang merupakan hasil 

analisis SWOT,  maka diperlukan upaya-upaya melalui klasifikasi 

pentahelix berdasarkan hasil analisis dengan  prioritas sebagai berikut: 

1)  Pemerintah  

 Mewujudkan kebijakan pemerintah dan penataan kelembagaan 

yang mendukung keberlanjutan Program Citarum Harum terutama 
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dalam memulihkan kondisi lingkungan dan mewujudkan kelestarian 

lingkungan DAS Citarum.  

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun regulasi 

berupa peraturan pemerintah dalam menyiapkan pengganti 

Perpres No 15 tahun 2018 dalam penanganan Citarum secara 

berkelanjutan. 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus 

mengeluarkan kebijakan  peraturan pelaksana atas UU TNI No 34  

Tahun 2004 tentang TNI dimana adanya mengatur secara jelas 

tentang OMSP khususnya terkait pelibatan TNI dalam penanganan 

Citarum sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama 

Bapennas menyusun road maps jangka panjang terkait 

penanganan DAS Citarum setelah tahun 2025 sebagai  upaya 

berkelanjutan dan berkesinambungan dari  Program Citarum 

Harum dengan memperkuat peran masyarakat. 

 Kementerian PUPR  memperkuat kebijakan terkait Citarum sebagai 

wilayah strategis dengan disertai penguatan kebijakan RTRW 

wilayah  DAS Citarum yang menjadi sumber energi hijau, sumber 

air minum, sumber perikanan dan pendukung sektor pertanian. 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi 

dengan DPR untuk merumuskan dan menyiapkan landasan hukum 

yang tegas dan kuat guna melindungi ekosistem Sungai Citarum 

dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah. 

 Pemerintah melalui pelibatan TNI  melakukan perubahan pola pikir, 

pola sikap dan pola tindak masyarakat sehingga mampu 

mewujudkan pemahaman dan  kesadaran masyarakat dalam 

mewujudkan kelestarian DAS Citarum. 

 Satgas Citarum baik TNI maupun Polri  bersama media dan 

masyarakat melakukan patroli terhadap titik-titik pembuangan 

limbah dan industri-industri yang tidak memiliki IPAL. 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  melalui seluruh  

unsur satgas Citarum khususnya TNI mengoptimalkan pencapaian 
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program sesuai batas waktu yang ada dan memelihara serta 

meningkatkan capaian program yang telah terlaksana. 

 Kementerian sosial  mendata masyarakat yang terdampak atau alih 

profesi dan merubah mata pencahrian/pekerjaan  untuk diberikan 

pelatihan, modal serta lapangan perkejaan yang bekerja sama 

dengan pihak swasta/pengusaha. 

 Pemerintah Daerah dan kementerian sosial memberikan bantuan 

secara berkelanjutan bagi masyarakat yang dituntut alih 

profesi/pekerjaan guna menjaga pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2)  Akademisi 

 Kemendikbud dan Perguruan Tinggi yang berada di Jawa Barat 

untuk melaksanakan  kegiatan  KKN  di kawasan DAS Citarum yang 

berkorelasi dengan Program Citarum Harum dengan menempatkan 

dalam sektor-sektor bersama satgas TNI.  

 Kemendikbud mendorong Perguruan Tinggi  melaksanakan 

program sosialisasi tentang kelestarian lingkungan DAS Citarum di 

lembaga pendidikan formal dan non formal guna membangun 

kesadaran masyarakat sejak dini. 

 Mahasiswa dan Akademisi lainnya melakukan  sosialisasi & 

menghimbau kepada masyarakat terkait pentingnya untuk tidak 

membuang sampah ke sungai serta tidak melakukan penebangan 

liar di kawasan hulu. 

 Mahasiswa Kedokteran bersama mahasiswa kesehatan lainnya 

melaksanakan Bakti Sosial berupa pemeriksaan kesehatan  gratis 

disertai  kegiatan promotif guna mensosialisasikan pentinganya 

kesehatan lingkungan dengan menjaga kebersihan Citarum. 

 Akademisi dan peneliti dari setiap  perguruan tinggi melakukan 

penelitian dalam mendukung percepatan penyelesaian 

permasalahan pencemaran di  Sungai Citarum melaui rekayasa 

biologis. 
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 Akademisi dan mahasiswa memberikan pelatihan pengolahan 

limbah ternak menjadi kompos serta limbah domestik menjadi 

sumber ekonomi masyarakat. 

3) Bisnis/Praktisi 

 Sektor Bisnis/pengusaha, mendorong peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki 

oleh lingkungan masyarakat seperti di kawasan hulu serta potensi 

ekonomi dari Sungai Citarum. 

 Pengusaha menyelenggarakn atau membuka industri padat karya 

ke wilayah hulu hingga hilir  dengan memanfaatkan potensi yang 

alam atau hasil pertanian yang dimiliki masyarakat setempat seperti 

kopi atau hasil rempah-rempah. 

 Sektor Bisnis dan pengusaha bersama dengan pihak terkait   

membuka balai pelatihan kerja  serta balai pelatihan UMKM bagi 

masyarakat di kawasan DAS Citarum. 

 Sektor bisnis dan perbankan memberikan bantuan kemudahan 

modal usaha  bagai masyarakat yang ingin menjadi UMKM/UKM 

 Persatuan Industri di kawasan DAS Citarum melaksanakan 

kegiatan penghijauan di Hulu hingga hilir  dalam mendukung 

kelestarian ekosistem Sungai Citarum 

 Pengusaha dan pemiliki Industri memberikan dukungan prasaran 

dengan membangun Toilet/MCK permanen serta membangun 

sarana  pengolahan limbah Domestik, limbah kotoran hewan sesuai 

kebutuhan dan permasalahan lingkungannya. 

4)  Komunitas/Masyarakat 

 Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kelompok 

masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan promotif dan 

sosialisasi tentang pentingnya perubahan perilaku masyarakat 

terhadap Citarum  dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. 
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 Komunitas masyarakat baik ormas, LSM maupun kelompok sosial 

lainnya mengajak masyarakat untuk rutin turun membersihkan DAS 

Citarum yang melintasi lingkungannya. 

 Komunitas Masyarakat melakukan pengawasan dan menjaga   

terhadap capaian Program Citarum Harum yang sudah terlaksana 

terutama melindungi kawasan hulu yang telah dilakukan 

penanaman bibit-bibit pohon oleh Satgas. 

 Kelompok masyarakat dan komunitas sosial  melakukan aksi-aksi 

nyata, melakukan sosialisasi dan membersihan DAS Citarum. 

5)  Media 

 Kemenkominfo mendorong media untuk menginformasikan 

perkembangan Program Citarum Harum sekaligus memberikan 

himbauan  dalam menjaga keberlanjutan DAS Citarum. 

 Media cetak, on line dan elektronik lokal dan nasional melakukan 

promosi akan kemajuan dan perkembangan citarum guna 

menghapus pandangan atau gambaran buruk tentang citarum 

dimata dunia. 

 Media elektronik, cetak dan on line memberikan himbauan dan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kelestarian ekosistem DAS Citarum. 

 Media online, elektronik dan cetak mampu mengklarifikasi semua 

informasi hoak atau ujaran kebencian terhadap berbagai Program 

Citarum Harum. 

Dari berbagai strategi tersebut diharapakan masyarakat  memiliki 

kesadaran dan kemampuan untuk mengubah pola pikir dan sikap terkait 

keberlanjutan dan kelestarian Citarum yang menjadi sumber energi, sumber 

air bersih, sumber perikanan dan sumber pertanian agar dapar dikelola 

dengan baik. 

  



63 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

17. Simpulan   

Citarum merupakan salah satu sungai di Indonesia yang keberadaanya 

sangat penting dan strategis sekaligus merupakan sungai terpanjang di Jawa 

Barat yang menjadi sumber energi listrik bagi Jawa dan Bali, sumber air bersih 

bagi warga DKI Jakarta dan Jawa Barat sekaligus menjadi sumber air bagi 

pertanian dan perikanan.  Kerusakan DAS Citarum tentu akan berimplikasi 

luas terhadap ketersediaan energi, ketersediaan air bersih  sekaligus 

penopang sektor pertanian dan budidaya perikanan oleh karenanya sangat 

penting untuk menjaga kelestarian Citarum sebagai upaya mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan dengan berbasis ekonomi hijau sehingga 

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat saat ini dan masa yang 

akan datang. 

Dari hasil analisis serta pembahasan  sebelumnya di atas maka untuk 

menjawab pertanyaan kajian pertama yaitu Bagaimana ipelibatan iTNI idalam 

Program iCitarum iHarum maka simpulannya Pertama, pelibatan TNI dalam 

program Citarum harum mulai dari tahun 2018 diwujudkan dalam berbagai 

bentuk  diantaranya sosialisasi untuk tidak membuang limbah, melakukan 

pengawasan dan patroli,  melakukan pemulihan lahan kritis di kawasan hulu 

atau reforestasi lahan kritis, membuat sanitasi terpadu, peningkatan kualitas 

air sungai citarum, penertiban bantaran sungai, penataan ruang, penanganan 

limbah industri, manusia dan hewan. 

Akan berakhirnya Program Citarum yang telah berjalan 4 tahun dan 

menyisakan 3 tahun dengan keterlibatan berbagai pihak khususnya Satgas 

TNI yang berhubungan langsung dengan ekosistem Citarum dan 

permasalahannya terutama dengan masyarakat,  akan tetapi hingga saat ini 

belum ada penyiapan kebijakan yang lebih lanjut dalam menjaga keberhasilan 

yang telah dicapai sekaligus melanjutkan Program Citarum agar tidak kembali 

kepada fase awal dilaksanakannya Program Citarum Harum. Sebab dengan 

political will yang kuat dari pemerintah baik legislatif, eksekutif hingga 

pemerintah  daerah  terhadap  pelibatan  TNI dalam pemulihan   Citarum 
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melalui penguatan  kebijakan Pemerintah dan penataan kelembagaan yang 

mendukung keberlanjutan program Citarum Harum. 

Untuk menjawab pertanyaan kajian kedua  yaitu Bagaimana peran dan 

partisipasi masyarakat DAS pembangunan yang berwawasan lingkungan 

maka simpulannya Kedua, rendahnya kesadaran  dan partisipasi masyarakat  

dari hulu hingga ke hilir menjadi penyebab rusaknya lingkungan DAS Citarum, 

dimana secara umum  tingkat partisipasi  masyarakat terhadap pelaksanaan 

program Citarum Harum masih sangat rendah, diantaranya pada  tahapan 

partisipasi, baik pada tahap informasi, konsultasi, pengambilan keputusan 

bersama, melakukan tindakan bersama, terlebih dalam tahap dukungan 

inisiatif swakarsa, Pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Citarum Harum 

belum mampu sepenuhnya menumbuhkan inisiatif swakarsa dari masyarakat 

dalam rangka restorasi DAS Citarum. 

Untuk menjawab pertanyaan kajian ketiga yaitu  Bagaimana korelasi 

partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa perilaku dan pemahaman 

masyarakat terhadap pembangunan berwawasan lingkungan masih lemah 

terutama terkait upaya  percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

DAS Citarum, serta  belum optimalnya sinergitas seluruh stakeholders.Sebab 

Program Citarum harum merupakan program kerja bersama yang dilakukan 

secara holistik dan komprehensif dari hulu hingga ke hilir oleh sebab itu sangat 

penting peran semua pihak untuk berkontribusi sesua bidang dan tupoksinya 

sehingga akan mampu mempercepat pemulihan lingkungan dan ekosistm 

DAS Citarum. 

Untuk menjawab pertanyaan kajian keempat  yaitu Bagaimana upaya 

TNI untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, belum optimalnya 

kesadaran serta partisipasi masyarakat  disebabkan oleh persoalan 

kesejahteraan  dan mata pencaharian masyarakat yang selama ini 

menggantungkan perekonomiannya terhadap DAS Citarum akan tetapi tidak 

disertai dengan upaya menjaga kelestariannya, atau bahkan bertolak 

belakang dengan upaya mewujudkan Citarum Harum seperti melakukan 

deforestasi dan alih fungsi hutan secara Ilegal, melakukan pembudidayaan 
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ikan tanpa disertai pengaturan pakan yang menimbulkan sendimentasi  dan 

pencemaran serta kegiatan industri rumahan seperti industri pembuatan tahu 

dan tempe. 

Mengelaborasi dari kesimpulan pertama sampai dengan ke empat  maka 

secara umum dapat disimpulkan bahwa pelibatan TNI dalam menjaga dan 

mempercepat perbaikan serta pengendalian pencemaran serta kerusakan 

DAS Citarum dapat dikatakan berhasil meskipun masih banyak kekurangan 

yang harus diatasi dalam mencapai target sesuai program yang telah 

direncanakan hal ini tentu  dapat menjadi role model terkait penanganan 

pencemaran serta berbagai kerusakan  DAS lainnya yang ada di Indonesia. 

18. Rekomendasi  

a. DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat 

political will  dalam melanjutkan percepatan penanganan DAS Citarum 

melalui regulasi atau Undang-undang yang lebih memiliki kekuatan 

hukum sehingga akan lebih memperkuat komitmen pemerintah dan 

semua pihak yang terkait dalam mewujudkan kelestarian lingkungan 

DAS Citarum. 

b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah 

Daerah tetap mendorong pelibatan TNI akan tetapi dengan pengurangan 

jumah personil secara bertahap untuk melepaskan ketergantungan 

terhadap kehadiran TNI dan mendorong kesadaran serta pelibatan 

masyarakat  secara lebih masif. 

c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat regulasi 

penegakan hukum dan implementasinya oleh penegak hukum terhadap 

pelanggaran atau tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan 

di DAS Citarum. 

d. Pemerintah Daerah membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang 

berperan lebih aktif untuk menggantikan peran TNI dengan tetap disertai 

pendampingan oleh satgas TNI, Pemerintah Pusat dan Daerah. 

e. TNI bersama Perguruan Tinggi meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran masyarakat untuk lebih memiliki rasa peduli dan rasa memiliki 
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DAS Citarum sebagai warisan bagi masa depan yang harus dijaga 

kelestariannya. 

f. Pemerintah daerah dan satgas TNI meningkatkan informasi bagi 

masyarakat terkait dengan Program Citarum Harum di tempat tinggal 

mereka sekaligus melibatkan  masyarakat secara optimal dalam 

perencanaan, pembuatan keputusan serta lebih dilibatkan  dalam aksi 

bersama terkait kegiatan-kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan di 

wilayah mereka. Selain itu dilakukan upaya untuk menumbuhkan inisiatif 

swakarsa dari masyarakat dalam rangka restorasi DAS Citarum. 

g. Seluruh Stakeholder mengurangi ego sektoral dan mendorong semangat 

kebersamaan untuk bersinergi bagi kepentingan yang lebih besar 

khususnya mewujudkan Program Citarum Harum. 

h. Kementerian Sosial  bersama pihak swasta dan Perguruan Tinggi 

mencari solusi untuk alih pekerjaan yang lebih layak dan lebih 

meningkatkan kesejahteran masyarakat dari pekerjaan  sebelumnya 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan tidak 

kembali ke profesi sebelumnya. 

i. Pelibatan TNI dalam Program Citarum Harum dapat menjadi model 

dalam menjaga ekosistem DAS yang ada di Indonesia. Dengan demikian 

fungsi teritorial yang ada dilingkup TNI perlu diperkuat dan 

dilembagakan. 

j. Diperlukan penguatan sinergitas dari seluruh stakeholders terkait dalam 

penyelesaian Program Citarum Harum. 
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